
a. bahwa kehidupan manusia harus menjaga
ke1estarian alam sebagai karunia Tuhan Yang

Maha Esa, yang karenanya perlu diwujudkan

melalui upaya menjaga kualitas lingkungan hidup;

b. bahwa terns terjaganya kualitas lingkungan hidup

akan menjamin hak asasi setiap manusia untuk

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat, serta menunjang pembangunan daerah

secara berkelanjutan, termasuk di Kabupaten

Konawe Kepulauan;

c. bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang sungguh-sungguh,

konsisten dan konsekuen, perlu dilakukan untuk

mencegah terjadinya penurunan kualitas

lingkungan hidup di Kabupaten Konawe

Kepulauan;

d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum

dalam pelestarian lingkungan hidup, diperlukan

pengaturan mengenai perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dengan Peraturan

Menimbang

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR ..5 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HID UP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor5059);

3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang
pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di

Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5451);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5285);

__________________________ ~6l_~P~e~ra~tllranDaerah Kahu

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Konawe Kepulauan tentang
Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG PERLINDUNGANDAN
PENGELOLAANLINGKUNGANHIDUP.

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKONAWE
KEPULAUAN

dan
BUPATIKONAWEKEPULAUAN

Dengan Persetujuan Bersama

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
di Daerah;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8

Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan
Pemeriksanaan Dokumen Lingkungan Hidup serta
Penerbitan Izin Lingkungan;

tentangDaerahPeraturanRancangan

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Tahun 2016 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Keoulauan (Lembaran Daerah Kabuoaten.' .
KonaweKepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pedoman Muatan Materi
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Andal adalah telaah secara cermat dan mendalam

tentang dampak penting suatu rencana usaha

dan/ atau kegiatan.

7. Ekosistem adalah tatanan unsur Iinzkunaan hiduo'-' ~ .
yang merupakan kesatuan utuh-rnenyeluruh dan

danalamsistemintegritasmenggambarkan

lingkungan hidup.

6. Analisis Oampak Lingkungan yang selanjutnya disebut

pengawasan dan penegakan hukum.

5. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki

kesamaan ciri iklirn, tanah, air, flora, dan fauna asli,

serta pola interaksi manusia dengan alam yang

pemeliharaan,pengendalian,pemanfaatan,

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,

kerusakandanJataupencemaranterjadinya

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lain.

4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah

yangperilakunya,danmanusiatermasuk

KonaweKabupatenPemerintahlingkungan

Kepulauan.

3. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya

disinzkat OPD adalah Orzanisasi Peranzkat Daerah di~ ~ ~

Buoati adalah Buoati Konawe Keoulauan .. . .1.

2.

Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

BABI

KETENTUANUMUM
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kebijakan, rencana, dan/ atau program.
15. Kebijakan, Rencana, dany atau Program, yang

______________ _____:sste~1_aaIlnlllJi)]tnvadi sirrc'kat KRP. aria 1;:)h nokllmen n::l Ia rn

perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah

lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan
pengelolaannyadalam kurun waktu tertentu.

9. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan.

10. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu
lingkunganhidup yang telah ditetapkan.

11. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan

langsung dan! atau tidak langsung terhadap sifat fisik,
kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup, yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkunganhidup.

12. Daya Dukung LingkunganHidup adalah kemampuan
lingkungan untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antarkeduanya.

13. DayaTampungLingkunganHidup adalah kemampuan
lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan! atau
komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke
dalamnya.

14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya
disinzkat KLHS adalah ranzkaian analisis vanz

...... ...... <J ........

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam nembanzunan suatu wilavah dan /atau.&....., .."

produktivitasdankeseimbangan, stabilitas,
lingkunganhidup.

8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah
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serta rencana pembangunan.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya

disingkat RTRW,adalah hasil perencanaan kesatuan
ruanz zeozrafis beserta seaenan unsur terkait vanz

............. -.. _ .. oJ '"-"

batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan! atau aspek fungsional.

17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJPD: adalah dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
yang selanjutnya disingkat RPJMD,adalah dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima)
tahun.

19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai
dampak penting suatu usaha darr/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraanusaha dan! atau kegiatan.

20. AnalisisDampak Lingkunganyang selanjutnya disebut
Andal adalah telaah secara cermat dan mendalam

tentang dampak penting suatu reneana usaha
dan! atau kegiatan.

21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pernantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup,
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraanusaha dan/ atau kegiatan.

22. Surat Pernvataan Penzelolaan Linzkunaan Hidun.oJ '-" ....... _ ... ~

termasuk didalamnva urusan Derencanaan tata ruanz_. ~

tertentumenyelenggarakan urusan
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untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup atas

us aha dan! atau kegiatan.

23. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang

diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh

aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan

komposisi atmosfir secara global dan perubahan

variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun

waktu yang dapat dibandingkan.

24. Limbah adalah sisa suatu us aha danj'atau kegiatan.

25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang

selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu

usaha darr/atau kegiatan yang mengandung B3.

26. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya

disebut B3, adalah zat, energi, dan! atau komponen

lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak

langsung, dapat mencemarkan danj'atau merusak

linglrungan hidup dan! atau membahayakan

lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan

hidup manusia dan makhluk hidup lain.

27. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi

pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau

penimbunan limbah B3.

28. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di

bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.

29. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas

dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam

pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau,

situ, waduk, dan muara.

30. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar

makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada

atau harus ada dan atau unsur pencemar yang

ditenggang keberadaannya di dalam air.
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______________ ____JDLlIeCJnLLl_l_Llhah a n sif::l t 0::1s::Ir ta n a h V::I n P' OADAt rliten P'P'AD P'

lainnya.
39. KriteriaBaku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas

35. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas
maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh

dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan
bermotor.

36. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah
batas kadar maksimum dan! atau beban ermsr

maksimum yang diperbolehkan masuk atau
dimasukkan ke dalamudara ambien.

37. Baku Mutu Gangguanadalah batas kadar maksimum
sumber gangguanyang diperbolehkanmasuk ke udara
danIatau zat padat.

38. Tanah adalah salah satu komponen laban, berupa
lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan
mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat
fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan
menunianz kehiduoan manusia dan makhluk hiduo

~ ~ .6. A.

mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup
dan unsur lingkunganhidup lainnya.

34. Baku Mutu Udara Ambienadalah ukuran batas atau
kadar zat, energi, dan! atau komponenyang ada atau
yang seharusnya ada darr/atau unsur pencemar yang
ditenzeanzkeberadaannvadalamudara ambien.

~ ..... J

limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam
sumber air dari suatu usaba dan! atau kegiatan.

32. Pencemaran Air adalah masuknya atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan! atau
komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia,

sehingga melampaui baku mutu air yang telah

ditetapkan.
33. UdaraAmbienadalah udara bebas di permukaan bumi

pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah
vurisdiksi Reoublik Indonesia vanz dibutuhkan dan.., .... .., ......

oencemar vanz ditenzaane keberadaannva dalam air... .., - -- - ..,;
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memperbaikidanperlindungan,memberikan

ekosistem.

47. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan

lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi

mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan

hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan,

menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan

produktivitas lingkungan hidup.

46. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk

lingkungan hidup.

44. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat

proses pelarutan air pada batu gamping dari/ atau

dolomit.

45. Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah

permukaan dan di permukaan tanah danfatau di

dalam laut dengan semua benda, daya, keadaaan, dan

makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh

mempengaruhisaling

40. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar

tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.

41. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang

tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan

sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian

rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi

air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap

salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob.

42. Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran

batas perubahan sifat fisik dan Iatau hayati mangrove

yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat

tetap melestarikan fungsinya.

43. Ekosistem Mangrove adalah tatanan mangrove dengan

semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup

yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan

-9-
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a. tanggungjawabdaerah;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keserasian dan keseimbangan;
d. kesejahteraan sosial;
e. keterpaduan;
f. manfaat;
g. kehatian-hatian;

h. keadilan;
1. ekoregion;

J. keanekaragaman hayati;
k. pencemarmembayar;
1. partisipatif;dan
m. kearifan lokal.

Pasal2

PPLHdilaksanakan berdasarkan asas :

Pasal3

48. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada

setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau
kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPLdalam

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha

dan/ atau kegiatan.
49. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan

diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari
kegiatan yang berpotensi dan! atau telah berdampak

pada lingkunganhidup.
50. Organisasi LingkunganHidup adalah kelompokorang

yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak
sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan
lingkunganhidup.

51. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.
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Pasal5
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
a. menetapkan kebijakan daerah;

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai
RPPLH;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai
Arndaldan UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam
n~nemisi g~s nlmab kaca:

a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum.

Pasal4
Ruang lingkup PPLHmeliputi:

lingkungan hidup yang tercemar dan/ atau rusak;
d. memelihara lingkungan hidup melalui upaya

konservasi, pencadangan dan/ atau pelestarian fungsi
atrnosfir terhadap perubahan iklim; dan

e. memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan

kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap
lingkungan hidup.

a. mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen,

untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas
lingkungan hidup;

b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku
usaha dalam kegiatan PPLH;

c. melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya
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Pasal6
Perencanaan PPLHsebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4
huruf a dilakukan melalui tahapan:
a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
b. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu
Umum

BAB II

PERENCANAAN

penanggung jawab usaha dan! atau kegiatan terhadap
ketentuan perizinan linglrungan dan peraturan
perundangundangan;

J. melaksanakan standar pelayanan minimal;
k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara

pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang
terkait dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup;
1. mengelola informasi linglrunganhidup;
m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem

informasi lingkungan hidup;
n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan

penghargaan;
o. menerbitkan izin lingkungan; dan

p. melakukan penegakan hukum lingkungan.

f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sarna dan

kemitraan;
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen

lingkungan hidup;

h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

1. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
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alam;

e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup;

f. gas rumah kaca;

g. kerentanan terhadap perubahan iklim.;

h. jasa ekosistem;

1. keragaman karakter dan fungsi ekologis;dan
J. aspek lainnyayang terkait dengan sumber daya

alam dan lingkunganhidup.
(6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jenis, sifat, dan

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

pengumpulan, analisis data dan informasi lingkungan
hidup dalam bentuk geospasialdan non geospasial.

(3) Data dan informasi lingkungan hidup geospasial
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan

untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam
bentuk peta dengan skala 1:50.000atau 1:25.000.

(4) Data dan informasi lingkungan hidup non geospasial
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan
untuk penyusunan RPPLHdalam bentuk bukan peta.

(5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4),meliputi:
a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya

alam;
b. jenis sumber daya alamyang dimanfaatkan;
c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
d. oenzelolaanlinzkunzan hiduo dan sumber davaA....... ................. oJ

lingkungan hidup sebagaimana(2) Inventarisasi

inventarisasi lingkunganhidup.
melakukanberkewajibanDaerah(1) Pemerintah

Pasal 7

BagianKedua

Inventarisasi LingkunganHidup
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(3) Penyusunan RPPLHsebagaimana dimaksud pada ayat
(2) memperhatikan:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. sebaran penduduk;
c. sebaran potensi sumber daya alam;
d. kearifan lokal;

oleh Pemerintah Daerah melalui OPD di bidang
Iinzkunzan hiduo.~ ~ ..

(2)

Pasal8

(1) RPPLHdisusun berdasarkan :
a. RPPLHProvoinsiSulawesiTenggara; dan
b. inventarisasi lingkungan hidup.
RPPLHsebazaimana dimaksud Dada avat (1) disusun'-' ...., "I

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

ilmu pengetahuan dan teknologi.
(8) Dalam melakukan analisis data dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus

memperhatikan:
a. sebaran penduduk;
b. aspirasi masyarakat;
c. kearifan lokal;
d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat

pengelolaan sumber daya alam; dan

e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan
hidup.

c.

pengolahan data statistik;
pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup;

dan
d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan

b.

tumnanz susun informasi zeosoasial tematik:... - - ... ..a.

(7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dianalisis melalui kegiatan:
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(9) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d

dilakukan terhadap media lingkungan hidup,
ekosistemdan usaha dan/ atau kegiatan.

(10) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat
(6),ayat (7),ayat (8):dan ayat (9)yang telah ditetapkan

harus menjadi acuan dalam penyusunan RTRW.
(11)RPPLHmenjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam

RPJPDdan RPJMD.

pelestarian sumber daya alam; dan
d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(6) Pemanfaatan dan/ atau pencadangan sumber daya
alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
berdasarkan daya dukung dan daya tampung
lingkunganhidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.

(7) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/ atau
fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem
dan media lingkunganhidup.

(8) Pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan

pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (5)huruf c dilakukan terhadap daya dukung

dan daya tampung, karakteristik dan fungsi
ekosistem. serta oeruntukan media Iinzkunean hiduo.~... _.........

kualitasb. pemeliharaan dan perlindungan
dan! atau fungsi lingkunganhidup;

c. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan

(4) RPPLHditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5) Materi muatan RPPLHsebagaimana dimaksud pada

ayat (1)meliputi rencana:

a. pemanfaatan danfatau pencadangan sumber
daya alarn;
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Pasal10

BagianKesatu
Umum

BAB IV

PENGENDALIAN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan:
a. daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup; dan
b. karakteristik dan fungsi ekosistem.

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya

tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dengan
terlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubernur.

(5) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)harus memperhatikan:
a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan

hidup;

b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup;
dan

c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan
masyarakat.

BABII!
PEMANFAATAN

- 16 -

dilakukanalam

Pasal9

(1) Pemanfaatan sumber daya

berdasarkan RPPLH.

(2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan



djlakJJkan oleb OPD va nc

b. RPJPDdan RPJMD;dan

c. KRPpembangunan yang berpotensi menimbulkan
dampak dan resiko lingkungan hidup.

(3) Pelaksanaan KLHSdalam penyusunan dan evaluasi

RTRWdan rencana tata ruang kawasan strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dilakukan oleh OPDyang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidangpenataan ruang.

(4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan
RPJMDsebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b

Pasal 11
(1) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 Pemerintah daerah
menyusun KLHS.

(2) KLHSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan
dasar dalam penyusunan:

a. RTRWdan rencana tata ruane kawasan stratezis:~ ~ .

b. tanah;

c. karst;
d. hutan di luar kawasan hutan;

e. gumuk pasir; dan
f. ekosistem lainnya.

a. mangrove;
b meliputi pengendaliankerusakan ekosistem :

(2) Penzendalian oencemaran terhadao media Iinakunzan.._... .A. __

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. pengendalianpencemaran air;
b. pengendalianpencemaran udara; dan
c. pengendalianpencemaran tanah.

(3) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap
ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf

ekosistem.b.

media Iinzkunzan hiduo: dan_ _ .A. ~a.
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Pasal13
Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10ayat (2)huruf a meliputi:
a. pencegahanpencemaranair;
b. penanggulanganpencemaran air; dan
c. pemulihankualitas air.

Paragraf 1
Umum

BagianKedua
PengendalianPencemaranAir

Pasal12
(1) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, Kepala OPD yang membidangi
lingkungan hidup dapat menggunakan laboratorium
lingkungan setelah memenuhi persyaratan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup
berkewajiban untuk melakukan pemenuhan
persyaratan laboratorium lingkungan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak
dan risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dilakukan OPD yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkunganhidup.

KRPpenyusunandalamKLHS(5) Pelaksanaan

nemerintahan di bidanz oerencanaan oembanzunan
... - .... .&. ~

daerah.
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(2) Pemantauan kualitas air pada sumber air

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam)bulan.

(3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber
air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menunjukkan

Pasal17
(1) Pemantauan kualitas air pada sumber air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c
dilaksanakan oleh Kepala OPD yang membidangi
Iinzkunean hidun.

-.J ~ •

Pasal16
(1) Prasarana dan sarana pengolahan air limbah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat
disediakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.

(2) Hasil pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)harus memenuhi baku mutu air limbah.

Pasal15
(1) Setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air

wajibmemilikiizin dari Bupati.

(2) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Pasal14
Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal13 huruf a dilakukan melalui upaya:
a. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
b. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air

limbah; dan
c. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Paragraf2

Pencegahan Pencemaran Air

- 19-
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Pasal18

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air harus
melakukan penanggulangan pencemaran air.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan /atau
kegiatan harus membuat rencana penanggulangan
pencemaran air pada keadaan darurat dan keadaan
yang tidak terduga lainnya.

(3) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara:
a. pemberian informasi peringatan pencemaran air

kepada masyarakat;

b. pengisolasian pencemaran air;
c. pembersihan air yang tercemar;

d. penghentian sumber pencemaran air untuk
efektivitas pelaksanaan penanggulangan
pencemaran air; dan

e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(4) Dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala OPDyang
membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat
perintah kepada pelaku pencemaran untuk
melakukan upaya penanggulanan pencemaran.

(5) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan

pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)

Paragraf3
PenanggulanganPencemaranAir

menanggulangi pencemaran air dan pemulihan

kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
(4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber

air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menunjukkan
kondisi baik, Kepala OPD yang membidangi

lingkungan hidup melakukan upaya untuk
mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.
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Pasal20

pencemaran/perusakanpelaku(1) Bagi

Pasal19
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air wajib

melakukan pemulihan kualitas air.
(2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)dilakukan dengan cara:

a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas
pemulihan kualitas air;

b. pembersihan unsur pencemar;
c. remediasi;dan

d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala OPDyang
membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat

perintah kepada pelaku pencemaran untuk
melakukan upaya pemulihan kualitas air.

(4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan
kualitas air dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)diterbitkan, Kepala OPDyang
membidangi lingkungan hidup melakukan
penanggulangan pencemaran air.

(5) Biaya pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud
pada ayat (4)dibebankan pada pelaku pencemaran.

Paragraf4
PemulihanKualitas Air

pencemaran.

penanggulangan pencemaran air.
(6) Biaya penanggulangan pencemaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku

melakukanhiduplingkunganmembidangi
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Pasal22
Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui upaya:
a. penetapan baku mutu udara ambien;
b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu

Paragraf2

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal21
Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2)huruf b meliputi:
a. pencegahan pencemaran udara;
b. penanggulangan pencemaran udara; dan

c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar
kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 1
Umum

BagianKetiga
PengendalianPencemaran Udara

pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1)dan ayat (2), Pasal
19 ayat (1)dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin;danj'atau
d. pencabutan izin.

(2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPDyang
membidangilingkungan hidup.

(3) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal26

Pasal25
Setiap orang yang melakukan usaha danIatau kegiatan
yang mengeluarkan emisi dan/ atau gangguan wajib
menaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan
sebagaimanadimaksud dalarnPasal24 ayat (1).

Pasal24
(1) Penetapan baku mutu emisidan baku mutu gangguan

daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 huruf
b dapat dilakukan lebih ketat atau sarna dengan baku
mutu udara arnbien Daerah Sulawesi Tenggara

danIatau nasional.
(2) Dalarnhal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu
gangguan daerah Daerah SulawesiTenggaradarr/atau
nasional.

Pasal23
(1) Penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dapat dilakukan
lebih ketat atau sarna dengan baku mutu udara
ambien Daerah SulawesiTenggaradarr/atau nasional.

(2) Dalam hal baku mutu udara ambien sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku
baku mutu udara arnbien Daerah Sulawesi Tenggara
darr/atau nasional.

c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu
emisigas buang kendaraan bermotor;

d. uji berkala kebisingandan emisigas buang;
e. pemeriksaandan perawatan kendaraan; dan
f. pemantauan kualitas udara arnbien.
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SAINUL,SH.,MM.
NIP. 1967040119970327

Salinan sesuaidenganaslinya
KEPALABAGIANHUKUMSETDA,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR:V)/ 1>~1wl ~

LEMBARAN DAERAH KABUPATENKONAWE KEPULAUAN TAHUN ~l~

NOMOR 'i..

SEKRETARISDAERAH

KABUPATENKONAWEKEPULAUAN,

Diundangkan di Langara
pada tanggal \L.~CQk ~C)\9

Ditetapkan di Langara
pada tanggal \\ ..~et 'J-(:>\l3

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

KonaweKepulauan.

denganIniDaeranPeraturanpengundangan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
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II. PASALDEMI PASAL

Pasal1

Pemerintah Daerah dan masyarakat Wawonii di Kabupaten

Konawe Kepulauan dewasa ini tengah gencar-gencarnya melaksanakan

berbagai kegiatan pembenahan untuk mengejar ketertinggalan dan

keterbelakangan akibat adanya stigma status sebagai daerah terisolir

selama bebeberapa dekade terakhir sebelum akhimya darah ini resmi
berdiri sebagai daerah otonom tersendiri. Kondisi ini secara langsung

maupun tidak langsung menyebabkan terjadinya perubahan ekologi

pada berbagai satuan ekosistem sehingga berdampak pada terjadinya

kerusakan lingkungan hidup, utamanya dalam bentuk pencemaran air,

pencemaran udara, kerusakan lahan dan tanah, kerusakan hutan,

penurunan kualitas keanekaragaaman hayati, kerusakan pantai dan

lain-lain.

Kondisi di atas tentu saja dikhawatirkan akan semakin parah

pada masa-masa mendatang mengingat daerah Konawe Kepulauan

yang berada di daratan pulau tersendiri diperkirakan akan terus

menggeliat dengan berbagai kegiatan pembangunan dan kegiatan

usaha, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Dunia Usaha, maupOun

oleh masyarakat umum. Untuk itu, sebuah langkah pencegahan dini
sangat dibutuhkan dalam bentuk pembentukan peraturan daerah di

bidang lingkungan hidup yang secara spesifik mengatur tata laksana

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hldup.

I. UMUM

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR ... TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



rTTll=IO 1

keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan
hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti
kepentingan ekoriomi, sosial, budaya, dan perlindungan
serta pelestarian ekosistem.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan sosial" adalah
bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dapat membantu mewujudkan kondisi terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga masyarakat
agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,
sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Hurufe
Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan

dankeserasian"asasdengandimaksud

Pasal2

Hurufa
Yangdimaksud dengan "asas tanggungjawab Daerah" adalah:
a. daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa
kini maupun generasi masa depan.

b. daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup

yang baik dan sehat.
c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan

sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran
danl atau kerusakan lingkungan hidup.

Hurufb
Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan
keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul
kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi
mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu gerierasr
dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung
ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Hurufc
Yang

- 3 -



Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus

mencerminkankeadilan secara proporsionalbagi setiap warga
negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas
gender.

Hurufi
Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem,
kondisi geografis,budaya masyarakat setempat, dan kearifan
lokal.

Hurufj
Yangdimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah
bahwa perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup harus
memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan
keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam
hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber
daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di

sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
Hurufk

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah
bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/ atau
kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan

manusia selaras denganharkatmasyarakat dan
lingkungannya.

Hurufg
Ancaman terhadap pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkunganhidup.

Hurufh

sumber daya alam dan
peningkatan kesejahteraan

potensi
untuk

dengan
hidup

disesuaikan
lingkungan

Huruff
Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala
usaha dari/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
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Pasal3
Cukup jelas.

Pasal4
Cukup jelas.

Pasal5
Cukup jelas.

Pasal6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat(1)

Cukup jelas.
Ayat(2)

Yang dimaksud dengan geospasial adalah aspek ruangan
yang menunjukan lokasi, letak, dan posisi suatu obyek atau
kejadian yang berada dibawah, pada , atau diatas permukaan
bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Ayat(3)
Cukup jelas.

Ayat(4)
Cukup jelas.

Ayat(5)
Cukup jelas.

Ayat(6)
Cukup jelas.

Hurufl

Yangdimaksud dengan "asas partisipatif' adalah bahwa setiap
anggota masyarakat didorong untuk: berperan aktif dalam

proses pengambilankeputusan dan pelaksanaan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung

maupun tidak langsung.
Hurufm

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata
kehidupan masyarakat.
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Pasal12
manusia

dankesehatanterhadapresikog. peningkatan
keselamatan

c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir,

longsor, kekeringan, danJ atau kebakaran hutan dan lahan;
d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alarn;
e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan danJatau lahan;
f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya

keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat;

danJatau

kepunahandanJatau

Pasal8
Cukup jelas.

Pasal9
Cukup jelas.

PasallO
Cukup jelas.

Pasalll
Ayat(I)

Cukupjelas.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat(3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat(5)
Yang dimaksud dengan dampak dan resiko lingkungan

hidup
meliputi:
a. perubahan iklim;

b. kerusakan, kemerosotan,

keanekaragarnan hayati;

Ayat(8)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat(5)
Cukup jelas.

Pasal20

Pasal13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal16
Cukup jelas.

Pasal17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Ayat(1)
Cukup jelas.

Ayat(2)

Hurufa
Yang dimaksud dengan penghentian sumber pencemar
dapat
berupa penghentian kegiatan atau menutup
saluran

pembuangan limbah.
Hurufb

Cukup jelas.
Hurufc

Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.
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Pasal21
Cukupjelas.

Pasal22
Cukup jelas.

Pasal23
Cukup jelas.

Pasal24
Cukup jelas.

Pasal25
Cukupjelas.

Pasal26
Cukup jelas.

Pasal27
Cukupjelas.

Pasal28

Cukup jelas.
Pasal29

Ayat(1)
Yang dimaksud udara ambien adalah udara bebas
dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada
didalam wilayah yurisdiksi Repubik Indonesia yang

dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, mahluk
hidup dan unsur lingkungan hidup lainya.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat(3)
Cukupjelas.

Pasal30
Cukupjelas.

Pasal31
Cukup jelas.

Pasal32
Cukupjelas.

Pasal33
Cukup jelas.
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Pasal40
Cukup jelas.

Pasal41
Cukup jelas.

Pasal42
Cukup jelas.

Pasal43

Ayat(3)

Cukup jelas.
Ayat(4)

Cukup jelas.
Ayat(5)

Cukup jelas.

Pasal35
Cukup jelas.

Pasal36
Cukup jelas.

Pasal37
Cukup jelas.

Pasal38
Cukup jelas.

Pasal39
Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)
Hurufa

Yang dimaksud penghentian sumber pencemar adalah
penghentian siklus pencemaran untuk setiap usaha
dan/ atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar
ketanah yang menyebabkan tanah tidak dapat berfungsi

sebagaimana mestinya.

Hurufb
Cukup jelas.

Hurufc

Cukupjelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal44
Cukupjelas.

Pasal45
Cukupjelas.

Pasal46

Cukupjelas.
Pasal47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukupjelas.

Pasal49

Cukup jelas.
Pasal50

Cukupjelas.
Pasal51

Cukup jelas.

Pasal52
Cukup jelas.

Pasal53
Ayat (I)

Cukup jelas

Ayat (2 )
Huruf a

Remediasiadalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan
hidup untuk memperbaikimutu lingkunganhidup.

Hurufb
Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan
nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya

pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan,
dan memperbaiki ekosistem.

Huruf c
Cukup jelas.

- 10 -
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Ayat(3)

Cukup jelas.
Ayat(4)

Cukup jelas.
Ayat(5)

Hurufc
Cukup jelas.

Restorasi adalah upaya pemulihan untuk
menjadikan
lingkungan hidup atau bagian-bagianya berfungsi

kembali
sebagaimana semula.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal56
Cukup jelas.

Pasal57

Cukup jelas.
Pasal58

Cukup jelas.
Pasal59

Cukup jelas.

Pasal60
Cukup jelas.

Pasal61
Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)
Hurufa

Cukup jelas.
Hurufb
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Pasal62

Cukup jelas.

Pasal63

Cukup jelas.

Pasal64

Cukup jelas.

Pasal65

Cukup jelas.

Pasa166

Cukup jelas.

Pasal67

Cukup jelas.

Pasal68

Cukup jelas.

Pasal69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal80

Cukup jelas.

Pasal81

Cukup jelas.

Pasal82



Pasal83
Cukupjelas.

Pasal84
Cukup jelas.

Pasal85
Cukupjelas.

Pasal86
Cukup jelas.

Pasal87
Cukupjelas.

Pasal88

Cukupjelas.

Pasal89
Cukupjelas.

Pasal 90
Cukupjelas.

Pasal91
Cukupjelas.

Pasal92
Cukupjelas.

Pasal93
Cukup jelas.

Pasal94
Cukupjelas.

Pasal95
Cukupjelas.

Pasal96
Ayat(1)

Hurufa
Kegiatan konservasi kawasan berfungsi menjaga
ekosistem mangrove.

Hurufb
Kegiatan konservasi sumber air berfungsi untuk
menjaga ekosistemmangrove.
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Pasa197
Cukup jelas.

Pasa198
Cukup jelas.

Pasa199
Cukup jelas.

Pasa1100
Cukup jelas.

Pasa1101

Cukup jelas.
Pasa1102

Cukup jelas.
Pasa1103

Cukup jelas.
Pasa1104

Cukupjelas.
Pasa1105

Cukup jelas.
Pasa1106

Cukupjelas.
Pasa1107

Cukup jelas.
Pasa1108

Cukupjelas.
Pasa1109

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat(3)
Cukup jelas.

Ayat(4)
Cukup jelas.

Hurufc
Kegiatan konservasi keanekaragaman hayati
un tuk melesatarikan dan menj aga

keanekaragaman hayati di ekosistemmangrove.

- 14 -



Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal122

Cukup jelas.

Pasal123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal125

Cukup jelas.

Pasal126

Ayat (1)

Cukup jelas.

- 15 -
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Ayat(2)
Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu
konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan
lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan.
Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai

efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup,
dsamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk
mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat.
Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang

berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk
diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai
dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil

pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan
maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan

rencana tata ruang.
Ayat(3)

Cukup jelas.
Ayat(4)

Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Hurufc
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Huruff
Cukup jelas.

Hurufg
Cukup jelas.

- 16 -
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Pasal127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal132

Cukup jelas.

Pasal133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Hurufh

Status mutu lingkungan hidup meliputi status

sumber air, status mutu udara, mutu tanah, mangrove.

Hurufi

Cukup jelas.

Hurufj

Yang dimaksud dengan "kerusakan lingkungan"

adalah kerusakan pada sumber air, udara, tanah, air

laut.

Hurufk

Cukup jelas.

Hurufl

Cukup jelas.

- 17 -
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Ayat(2)
Hurufa

Cukupjelas.
Hurufb

Perubahan yang dimaksud misalnya, perubahan proses
produksi,
perubahan bahan baku, dan perubahan luas lahan dan

bangunan
yang digunakan.

Pasal139
Cukup jelas.

Pasa1140
Cukupjelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal142

Ayat(1)
Cukup jelas.

Ayat(2)
Yangdimaksud dengan ketentuan teknis meliputi:
1. kaidah keilmuan;
2. pedoman teknis yang ditetapkan Menteri;dan/ atau
3. data primer dan data sekunder terkait rona lingkungan

awal
dan potensi dampak dari rencana kegiatan.

Ayat(3)
Cukupjelas.

Pasal143
Cukup jelas.

Pasal144
Cukup jelas.

Pasal145
Cukupjelas.

Pasa1146

Ayat(1)
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Pasal 147
Cukupjelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasa1149
Cukupjelas.

Pasal 150
Ayat(1)

Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

berpengaruh terhadap lingkungan hidup;

2. penambahan kapasitas produksi;
3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi

lingkungan;
4. perubahan sarana Usaha dany atau Kegiatan;
5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dany atau

Kegiatan;

6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha danZatau
Kegiatan;

7. Usaha danZatau kegiatan di dalam kawasan yang belum
tercakup di dalam lzin Lingkungan;

8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang
ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan

pengelolaanlingkunganhidup; dan/ atau.
9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang

sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena
akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha darr/ atau

Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

terhadapberpengaruh
Hurufc

Kriteria perubahan yang
lingkungan hidup meliputi :
1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang
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Ayat(3)
Cukupjelas.

Ayat(4)
Cukup jelas.

Ayat(5)

Yang dimaksud dengan Limbah B3 kategori 2 dari sumber
spesifik khusus adalah merupakan Limbah B3 yang
mengandung B3, memiliki efek tunda (delayed effect),

dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan

lingkungan hidup, memiliki toksisitas sub-kronis atau
kronis atau memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan

dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.
Ayat(6)

Cukupjelas.
Ayat(7)

Cukup jelas.

Ayat(8)
Cukupjelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.
Pasal153

Ayat(1)
Hurufa

Cukupjelas.

Hurufb
Cukupjelas

Hurufc
Yang dimaksud dengan silo adalah struktur yang
digunakan untuk menyimpanbahan curah (bulk materials).

Hurufd
Cukupjelas.

Hurufe
Cukup jelas.

- 20-
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Ayat(3)
Cukup jelas.

Pasal154
Cukup jelas.

Pasal155
Cukupjelas.

Pasal156
Cukup je1as.

Pasal 157
Cukupjelas.

Pasal158

Ayat(2)
Hurufa

Lirnbah B3 kategori 1 rnerupakan Limbah B3

yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia
dan dapat dipastikan akan berdarnpak negatif terhadap
lingkungan hidup.

Hurufb
Limbah83 kategori 2 dari sumber tidak spesifikmerupakan
Limbah B3 yang mengandung B3, merniliki efek tunda
(delayed effect), dan berdampak tidak langsung terhadap
rnanusia dan lingkungan hidup serta rnemiliki toksisitas
sub-kronis atau kronis dan merupakan Limbah 83 yang
pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi

berasal dari kegiatan antara lain perneliharaan alat,
pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi,

pelarutan kerak, dan pengemasan

Hurufc
Limbah 83 kategori 2 dari sumber spesifik urnurn
merupakan Lirnbah83 yang mengandung B3, rnernilikiefek
tunda (delayed effect), dan berdampak tidak langsung
terhadap rnanusia dan lingkungan hidup serta rnemiliki

toksisitas sub-kronis atau kronis dan rnerupakan Limbah83
sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik
dapat ditentukan
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Pasal159

Cukup jelas.

Pasal160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal162

Cukup jelas.

Pasal163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal172

Cukup jelas.

Pasal173

Cukup jelas.

Pasal174

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi

- 22-
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meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan

sekitar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal177

Cukup jelas.

Pasal178

Cukup jelas.

Pasal179

Cukup jelas.

Pasal180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal183

Cukup jelas.

Pasal184

Cukup jelas.

Pasal185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189
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Pasal190

Cukup jelas.

Pasal191

Cukup jelas.

Pasal192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.
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Pasal28
(1) Setiap pemilik kendaraan bermotor hams melakukan

pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e yang
dilaksanakan bengkelumum.

Pasal27
(1) Uji berkala kebisingan dan errusi gas buang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d
berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang
dioperasikandi darat.

(2) Ujiberkala kebisingandan emisi gas buang kendaraan
bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus,

mobilbarang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi
kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh
bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan
kualitas tertentu.

(4) Kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) yang dinyatakan lulus uji berkala emisi
dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji
dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan
bermotor.

(5) Tata cara dan metodeuji berkala kebisingandan emisi

gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan
dan baku mutu emisigas buang nasional.

(2) Setiap kendaraan bermotoryang dioperasikan di darat
yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang
hams memenuhi baku mutu kebisingan dan baku

mutu emisigas buang.
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Pasal30

(1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya
pencemaran udara harus melakukan penanggulangan

pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf b.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha ciesx] atau
kegiatan harus membuat rencana penanggulangan
pencemaran udara dalam keadaan darurat danIatau
keadaan yang tidak terduga lainnya.

(3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2): pela1ru pencemaran harus
melakukan penanggulanganpencemaran udara.

(4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara:

Paragraf3

PenanggulanganPencemaranUdara

Pasal29
(1) Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup

melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien

sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 huruf f.
(2) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara;

b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien;

dan
c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara.

(3) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 6 (enam)bulan.

(2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap sistem pembakaran kendaraan bermotor.
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Pasal31

(I) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya

pencemaran udara harus melakukan pemulihan mutu

udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 hurufc.

(2) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh

terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak

dilakukan dengan cara:

a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber

tidak bergerak;

b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Udara

a. mengurangi dan Iatau menghentikan emisi dan

kebisingan untuk mencegah perluasan

pencemaran udara ambien;

b. merelokasi masyarakat ke tempat yang aman; dan

c. menetapkan prosedur operasi standar untuk

penanggulangan pencemaran udara.

(5) Dalam hal terjadi pencemaran udara, Kepala OPD

yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan

surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk

melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.

(6) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan

pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7

(tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diterbitkan, Kepala OPD yang

membidangi lingkungan hidup melakukan

penanggulangan pencemaran udara.

(7) Biaya penanggulangan pencemaran udara

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada

pelaku pencemaran.
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pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, Pasal 30 ayat (1)dan ayat (2),Pasal 31 ayat
(1)dikenai sanksi administratifberupa:

a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin; danj atau
d. pencabutan izin.

(2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPDyang
membidangilingkunganhidup.

mengabaikan

penanggulangan

Pasal32
pencemaranj perusakan yang

perintah untuk melakukan

pencemaranjkerusakan danjatau

pelaku(1) Bagi

c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara

yang diakibatkan pencemaran udara sumber

tidak bergerak;
d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang

diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak

bergerak;dan
e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.
(3) Dalam hal terjadi pencemaran udara, Kepala OPD

yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan
surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk

melakukan upaya pemulihan kualitas udara.
(4) Dalam hal pelaku pencemaran tidak melakukan

pemulihan kualitas udara dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan,
Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup
melakukan pemulihan kualitas udara.

(5) Biaya pemulihan kualitas udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku

pencemaran.
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Pasal35

(1) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk

aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati.

Pasal34

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 ayat (I) huruf a dilakukan melalui upaya :

a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi

padatanah;dan

b. pemantauan kualitas tanah.

Paragraf2

Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal33

(1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)huruf c meliputi:

a. pencegahan pencemaran tanah;

b. penanggulangan pencemaran tanah; dan

c. pemulihan kualitas tanah.

(2) Pencemaran tanah bersumber dari :

a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada

tanah; danJatau

b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan

ketentuan teknis pengelolaan.

Paragraf 1

Umum

Bagian Keempat

Pengendalian Pencemaran Tanah

(3) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal38
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah

harus melakukan penanggulangan pencemaran tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
hurufb.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau

Paragraf3
PenanggulanganPencemaranTanah

Pasal37
(1) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 menunjukkan kondisi cemar, Kepala
OPDyangmembidangilingkungan.

(2) Hidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran
tanah dan pemulihan kualitas tanah.

(3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan
kondisi baik, Kepala OPD yang membidangi
lingkungan hidup melakukan upaya untuk
mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Pasal36
(1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal34 huruf b dilaksanakan olehKepalaOPD
yangmembidangilingkunganhidup.

(2) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam)bulan.

(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian
izin pemanfaatan air limbah kepada KepalaOPDyang

membidangilingkunganhidup.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan air

limbah diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal39
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah

harus melakukan pemulihan kualitas tanah

Paragraf4

PemulihanKualitasTanah

pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/ atau

keadaan yang tidak terduga lainnya.
(3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), pelaku pencemaran wajib
melakukan penanggulangan pencemaran tanah.

(4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara:
a. pemberian informasi peringatan pencemaran

tanah kepada masyarakat;
b. pengisolasianpencemaran tanah;
c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk

efektivitas pelaksanaan penanggulangan
pencemaran tanah; dan

d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(5) Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala OPD
yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan

surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk
melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah.

(6) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan
pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7

(tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)diterbitkan Kepala OPDyang

membidangi lingkungan hidup melaksanakan
penanggulangan pencemaran tanah.

(7) Biaya penanggulangan pencemaran tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (6)dibebankan pada
pelaku pencemaran.
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penanggulangan pencemararr/kerusakan danIatau
pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1),Pasal 38 ayat (1),ayat (2)dan Pasal
39 Ayat(1)dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin;dan/ atau
d. pencabutan izin.

(2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPDyang
membidangilingkunganhidup.

(3) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

Pasal40

pencemaranIperusakan yang
perintah untuk melakukan

Bagi pelaku

mengabaikan

(1)

(2) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilakukan dengan cara:
a. penghentian sumber pencemar;
b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.
(3) Dalam hal terjadi pencemaran tanah tanah, Kepala

OPDyang membidangilingkungan hidup menerbitkan
surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk

melakukan upaya pemulihan pencemaran tanah.
(4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan

pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7
(tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)diterbitkan, KepalaOPDyang
membidangi lingkungan hidup melaksanakan

pemulihan pencemaran tanah.
(5) Biaya pemulihan kualitas tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku
pencemaran.
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Pasal44
Bupati menetapkan izin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terhadap pemanfaatan
ekosistem mangrove,yang berdampak terhadap lingkungan

Pasal43

(I) Penetapan kriteria baku kerusakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 huruf a sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dari/ atau

kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan
ekosistemmangrove.

Pasal42
Pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 huruf a dilakukan melalui upaya:

a. penetapan kriteria baku kerusakan;
b. penetapan izin lingkungan; dan
c. pemantauan ekosistemmangrove.

Paragraf2

Pencegahan Kerusakan

Pasal41
Pengendaliankerusakan ekosistemmangrove sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)huruf a meliputi :
a. pencegahan kerusakan;
b. penanggulangan kerusakan; dan
c. pemulihan kerusakan.

Paragraf 1
Umum

BagianKelima
PengendalianKerusakan EkosistemMangrove
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Pasal46
(1) Setiap orang yang merusak ekosistemmangroveharus

melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41 huruf b.
(2) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:
a. pemberian informasi peringatan kerusakan

ekosistemkepada masyarakat;
b. pengisolasiansumber perusak ekosistem;
c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistern;

Paragraf3
PenanggulanganKerusakan

Pasal45

(1) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan oleh
KepalaOPDyang membidangilingkungan hidup.

(2) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk:
a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem;

dan
b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan

perlindungan dan pengelolaanekosistem.
(3) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1)meliputi kegiatan:
a. pembuatan desain pemantauan;
b. pemilihankarakteristik ekosistem;
c. pengamatan;
d. pengolahandan interpretasi data; dan
e. pelaporan.

(4) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
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Pasal47

(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem
mangrove yang menyebabkan kerusakan harus
melakukan pemulihan fungsi yang terkena dampak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal41 huruf c.

(2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara:

a. rehabilitasi;
b. restorasi; dan
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.
(3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem mangrove

Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup
menerbitkan surat perintah kepada pelaku
pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan.

(4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan

Paragraf4
PemulihanKerusakan

f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.
(3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem mangrove,

Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup
menerbitkan surat perintah kepada pelaku

pencemaran untuk melakukan upaya
penanggulangan.

(4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan
kerusakan ekosistem mangrove dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan,

Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup
melaksanakan penanggulangankerusakan.

(5) Biaya penanggulangan ekosistem mangrove
sebagaimanadimaksud pada ayat (4)dibebankan pada

pelaku perusakan.

- 34-



Pasal49
Pengendalian kerusakan ekosistem tanah sebagaimana

____________ .zlirna.ksaad.ri.alazn.Pa.~ 0 ~ .1 l'

BagianKeenam
PengendalianKerusakanEkosistemTanah

Paragraf 1
Umum

Pasa148

(1) Setiap orang yang melakukan usaha darr/atau
kegiatan yang tidak mentaati kriteria baku kerusakan

ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (2) dan bagi pelaku
pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah
untuk melakukan penanggulangan

pencemararr/kerusakan dari/ atau pemulihan
lingkungan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi
administratifberupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin; darr/atau
d. pencabutan izin.

(2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPDyang
membidangilingkunganhidup.

(3) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

hari sejak surat perintah sebagairnanadimaksud pada

ayat (3) diterbitkan, Kepala OPD yang membidangi
lingkunganhidup dapat melaksanakan pemulihan.

(5) BiayaPemulihan sebagaimanadimaksud pada ayat (4)
dibebankan pada pelaku perusakan.
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Pasal 52
(1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem

tanah harus melakukan penanggulangan kerusakan
ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Paragraf3

PenanggulanganKerusakanEkosistemTanah

Pasa151
(1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dapat

dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan
tanah Daerah SulawesiTenggaradan/ atau nasional.

(2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah
lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan
tanah Daerah SulawesiTenggaradarr/atau nasional.

(3) Setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan
wajibmenaati kriteria baku kerusakan tanah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku
kerusakan tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal50
Pencegahan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan melalui

upaya:
a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah; dan

b. penetapan izin lingkungan;

Paragraf2
PencegahanKerusakanEkosistemTanah

b. penanggulangankerusakan ekosistem tanah; dan

c. pemulihan kondisiekosistemtanah.
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Pasal53
(1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem

tanah harus melakukan pemulihan kondisi ekosistem
tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal49 huruf c.

Paragraf4
PemulihanKondisiEkosistemTanah

(2) Penanggulangan kerusakan ekosistem tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:
a. pemberian informasiperingatan kerusakan tanah

kepada masyarakat;
b. pengisolasiansumber perusak tanah;
c. penghentiankegiatanpenggunaan tanah;
d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
f. deliniasikerusakan akibat kegiatan;

g. penanganan dampakyang ditimbulkan;dan
h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.
(3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem tanah, Kepala

OPDyang membidangilingkungan hidup menerbitkan
surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk
melakukan upaya penanggulangankerusakan tanah.

(4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan
kerusakan ekosistem tanah dalam jangka waktu

paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan,

KepalaOPDyang membidangilingkunganhidup dapat
melaksanakan penanggulangan kerusakan ekosistem
tanah.

(5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem tanah
sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dibebankan
kepada pelaku pencemaran.
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Pasal54

(1) Setiap orang yang melakukan usaha darr/atau
kegiatan yang tidak mentaati kriteria baku kerusakan
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3)
dan bagi pelaku pencemaran/perusakan yang
mengabaikan perintah untuk rnelakukan
penanggulangan pencemaranj'kerusakan dan/ atau

pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (1)dan Pasal 53 ayat (1)dikenai sanksi
administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin; dan/ atau
d. pencabutan izin.

(2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPDyang
membidangilingkungan hidup.

(3) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif

a. rernediasi;
b. rehabilitasi; dan
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.
(3) Dalarn hal terjadi kerusakan ekosistern tanah, Kepala

OPDyang membidangi lingkungan hidup menerbitkan
surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk

melakukan upaya pemulihan kerusakan tanah.
(4) Dalarn hal pelaku tidak rnelakukan pemulihan

kerusakan ekosistem tanah dalarn jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan,
KepalaOPDyang rnembidangilingkungan hidup dapat

melaksanakan pemulihan kerusakan ekosistem tanah.
(5) Biaya pemulihan kondisi ekosistem tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan
kepada pelaku pencemaran.
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(2) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst, ,

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem

Pasal57
(1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dapat
dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan
ekosistem karst Daerah Sulawesi Tenggara dan/ atau
nasional.

Pasal56

Pencegahan kerusakan ekosistem karst sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan melalui upaya
antara lain:
a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst

daerah;
b. penetapan izin lingkungan; dan

c. pemantauan ekosistemkarst.

Paragraf2
PencegahanKerusakan EkosistemKarst

Pasal55
Pengendalian kerusakan ekosistem karst sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c meliputi:

a. pencegahan kerusakan ekosistemkarst;
b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan

c. pemulihan fungsi kawasan ekosistemkarst.

Paragraf 1

Umum

BagianKetujuh
PengendalianKerusakan EkosistemKarst
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Pasal 59

(1) Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup
melakukan pemantauan ekosistem karst sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 huruf c.
(2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan untuk:
a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem

karst; dan
b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan

perlindungan dan pengelolaanekosistemkarst.
c. Pemantauan ekosistem karst sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)meliputi kegiatan:
d. pembuatan desain pemantauan;

e. pemilihankarakteristik ekosistem;
f. pengamatan di lapangan;
g. pengolahan data dan interpretasi data; dan
h. pelaporan.

(3) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.

Pasal58
(1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 huruf b dilakukan olehBupati.
(2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)wajibmenaati persyaratan dan kewajiban
yang tercantum dalam izin lingkungan.

(3) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst
wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem

karst.
(4) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan

ekosistem karst daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal60
(1) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 huruf b hams
dilakukan oleh setiap orang yang melakukan
perusakan ekosistemkarst.

(2) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:
a. pemberian informasi peringatan kerusakan

ekosistemkarst kepada masyarakat;
b. pengisolasiansumber perusak ekosistemkarst;
c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem

karst;
d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan

ekosistemkarst;

e. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh
kegiatan pemanfaatan ekosistemkarst; dan

f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem karst, Kepala
OPDyang membidangilingkungan hidup menerbitkan

surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk
melakukan upaya penanggulangan kerusakan
ekosistemkarst.

(4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan
kerusakan ekosistemkarst dalamjangka waktu paling
lama 7 (tujuh] hari sejak surat perintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)diterbitkan, KepalaOPDyang
membidangi lingkungan hidup melakukan
penanggulangankerusakan ekosistemkarst.

(5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem karst
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan

Paragraf3

PenanggulanganKerusakan EkosistemKarst
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Pasal62
(1) Setiap orang yang memanfatkan ekosistemkarst tidak

mentaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), dan

Pasal61
(1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan kawasan

ekosistem karst harus melakukan pemulihan fungsi
kawasan ekosistem karst yang terkena dampak
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 huruf c.

(2) Pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:

a. rehabilitasi;
b. restorasi; dan
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.
(3) Dalamhal terjadi kerusakan kawasan ekosistemkarst,

Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup
menerbitkan surat perintah kepada pelaku
pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan
kerusakan kawasan ekosistemkarst.

(4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan
kerusakan kawasan ekosistem karst dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan,
Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup
melakukan pemulihan kerusakan kawasan ekosistem
karst.

(5) Biaya pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan
kepada pelaku perusakan.

Paragraf4
PemulihanFungsi KawasanEkosistemKarst

- 42-



Pasal64

Paragraf2
PencegahanKerusakan

Pasal63
Pengendaliankerusakan ekosistem hutan di luar kawasan
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)
huruf d meliputi:
a. pencegahan kerusakan;
b. penanggulangankerusakan; dan
c. pemulihan kerusakan.

Paragraf 1
Umum

BagianKedelapan
PengendalianKerusakan EkosistemHutan eliLuar

KawasanHutan

dalam Pasal 58 ayat (2) serta bagi pelaku
pencemaran./perusakan yang mengabaikan perintah
untuk melakukan penanggulangan

pencemaran/kerusakan dan/ atau pemulihan
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

ayat (1)dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin;dan/ atau
d. pencabutan izin.

(2) Sanksi administratif eliberikanoleh Kepala OPDyang

membidangilingkunganhidup.
(3) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal66
(1) Bupati berwenang mengeluarkan penetapan izin

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
huruf b atas kegiatan pemanfaatkan ekosistem hutan
di luar kawasan hutan serta berdampak terhadap

Pasal65
(1) Bupati menetapkan fungsi ekosistem hutan di luar

kawasan hutan.
(2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan

hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan hasil inventarisasi karakteristik dan
fungsi ekosistemhutan di luar kawasan hutan.

(3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan
hutan sebagaimanadimaksud pada ayat (2)meliputi:

a. curah hujan 2000 sampai 3000 mrrr/tahun:
b. temperatur yang rendah;

c. kelembabanudara yang tinggi;

d. tajuk yang berlapis-lapisdan berstrata;
e. keanekaragamanjenis atau biodiversitas;dan
f. selalu hijau (evergreen).

(4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan di luar kawasan
hutan sebagaimanadimaksud pada ayat (2)meliputi:
a. fungsi perlindungan;
b. fungsipengontrol;dan/ atau
c. fungsi produksi.

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a

dilakukan melaluiupaya:
a. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan

hutan;

b. penetapan izin lingkungan;dan
c. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan

hutan.
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Pasal68

(1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem
hutan di luar kawasan hutan harus melakukan
penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 huruf b.

(2) Penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilakukan dengan cara:

a. pemberianinformasiperingatan kerusakan.
b. pengisolasiansumber perusak;

c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan;
d. deliniasikerusakan akibat kegiatan;

L....- ~ _ ___Il~_lLIn'2:an.Rn darrma k van Q' ditim brilka

Paragraf3
PenanggulanganKerusakan

Pasal67

(1) Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup
melakukan pemantauan fungsi ekosistem hutan di

luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 huruf c sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemantauan ekosistems hutan di luar kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk:

a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem
hutan di luar kawasan hutan; dan

b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan
perlindungan dan pengelolaanekosistemhutan di
luar kawasan hutan.

(3) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan
sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilakukan paling
sedikit 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Setiap pemegang 12m lingkungan wajib menaati
persyaratan dan kewajibanyang tercantum dalam izin
lingkungan.
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Pasal69
(1) Pemulihan ekosistem hutan eli luar kawasan hutan

sebagaimana climaksuddalam Pasal 63 huruf c harus

dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan
kerusakan ekosistemhutan eliluar kawasan hutan.

(2) Pemulihan ekosistem hutan eli luar kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:
a. rehabilitasi;
b. restorasi; dan
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu

Paragraf4

PemulihanKerusakan

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan
kerusakan ekosistem hutan eli luar kawasan hutan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

melakukanhidupmembidangi lingkungan
penanggulangankerusakan.

(5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di

luar kawasan hutan sebagaimana climaksudpada ayat
(4) dibebankan kepada pelaku perusakan.

f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal terjaelikerusakan ekosistem hutan di luar
kawasan hutan, Kepala OPD yang membidangi
lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada

pelaku pengrusakan untuk melakukan upaya
penanggulangankerusakan.

(4) Dalam hal pelaku perusakan tidak melakukan
penanggulangan kerusakan sebagaimana climaksud

pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 7

(tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)eliterbitkan,KepalaOPDyang
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Pasal 70

(1) Setiap pemegang izin lingkungan yang tidak menaati

persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66

ayat (2), dan bagi pelaku pencemarari/ perusakan yang

mengabaikan perintah untuk melakukan

penanggulangan pencemarari/kerusakan darr/ atau

pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) dikenai sanksi

administratif berupa:

a. teguran tertulis;s

b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin; dan/ atau

d. pencabutan izin.

(2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPD yang
...... lllla.LLUll..Li:I..l.I..I:!.L..ll.I.JI..I:!.l1.llLU!anhidun

(3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem hutan di luar

kawasan hutan, Kepala OPD yang membidangi

lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada

pelaku pengrusakan untuk melakukan upaya

pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar

kawasan hutan.

(4) Dalam hal pelaku perusakan tidak melakukan

pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar

kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 7

(tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala OPD yang

membidangi lingkungan hidup melakukan pemulihan

kerusakan.

(5) Biaya pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar

kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dibebankan kepada pelaku perusakan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan

kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
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Pasal 73

Bupati menetapkan pembatasan jenis kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a terhadap
pemanfaatan ekosistem gumuk pasir yang menimbulkan
dampak terhadap lingkungan hidup.

Pasal 72

Pencegahan kerusakan ekosistem gumuk pasir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan

melalui upaya antara lain:
a. penetapan pembatasan jenis kegiatan; dan
b. pemantauan.

Paragraf2

Pencegahan Kerusakan

Pasal 74

Pasal 71

Pengendalian kerusakan ekosistem gumuk pasir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e
meliputi:
a. pencegahan kerusakan;
b. penanggulangan kerusakan; dan
c. pemulihan fungsi kawasan.

Bagian Kesembilan
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gumuk Pasir

Paragraf 1

Umum

(3) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 76
(1) Setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem

gumuk pasir harus melakukan penanggulangan
kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
hurufb.

Paragraf 3

PenanggulanganKerusakan

pemantauan ekosistem gumuk pasir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 huruf b.

(2) Pemantauan ekosistem gumuk pasir sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dilakukan untuk:

a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem
gumuk pasir; dan

b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan
perlindungan dan pengelolaan ekosistem gumuk
pasir.

(3) Pemantauan ekosistem gumuk pasir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)meliputi kegiatan:
a. pembuatan desain pemantauan;
b. pemilihankarakteristik ekosistem;
c. pengamatan di lapangan;

d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
e. pelaporan.

(4) Pemantauan ekosistem gumuk pasir sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dilakukan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasa175

(I) Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup

Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem gumuk pasir
wajib menaati pembatasan jenis kegiatan di ekosistem
gumuk pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
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Pasal 77
(1) Setiap orang yang rnenyebabkankerusakan ekosistern

gumuk pasir harus melakukan pemulihan fungsi

kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
hurufc.

(2) Pemulihan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilakukan dengan cara:

Paragraf4
PemulihanFungsi Kawasan

a. pemberian informasiperingatan kerusakan;
b. penghentian kegiatan pemanfaatan;
c. deliniasikerusakan akibat kegiatan pemanfaatan;
d. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh

kegiatan pemanfaatan; dan
e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem gumuk pasir,
Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup

menerbitkan surat perintah kepada pelaku perusakan
untuk melakukan upaya penanggulangan.

(4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan
kerusakan ekosistem Gumuk Pasir sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan,
Kepala OPD yang mernbidangi lingkungan hidup
melakukan penanggulangan.

(5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem gumuk
pasir sebagaimanadimaksud pada ayat (4)dibebankan
kepada pelaku perusakan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan
kerusakan ekosistern gumuk pasir diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.
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Pasal 78
(1) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem gumuk

pasir yang tidak menaati pembatasan jenis kegiatan di
ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74, dan bagi pelaku pencemararr/perusakan

yang mengabaikan perintah untuk melakukan
penanggulangan pencemararr/kerusakan darr/atau
pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1)dan Pasal 77 ayat (1)dikenai sanksi
administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin; dan/ atau
d. pencabutan izin.

(2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPDyang
membidangilingkunganhidup.

c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.
(3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem gumuk pasir,

Kepala OPD yang membidangi lingkungan bidup
menerbitkan surat perintah kepada pelaku perusakan
untuk melakukan upaya pemulihan fungsi kawasan.

(4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan
kerusakan ekosistem gumuk pasir dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterbitkan, KepalaOPDyang membidangi lingkungan

bidup melaksanakan pemulihan fungsi kawasan.
(5) Biaya pemulihan fungsi kawasan ekosistem gumuk

pasir sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dibebankan
pada pelaku perusakan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemulihan Fungsi
Kawasan Ekosistem gumuk pasir diatur dalam
Peraturan Bupati.

- 51 -



Pasal80
(1) Jenis usaha danZatau kegiatan wajib Amdal diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak tennasuk
dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)wajibmernilikiUKL-UPL.

(3) Jenis usaha dan/ atau kegiatan wajib UKL-UPLdiatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) SPPLsebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)

huruf c disusun untuk usaha dan/ atau kegiatan yang
tidak wajib Amdal dan/ atau UKL-UPLdan untuk

kegiatan usaha rnikrodan kecil.
(5) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak mentaati

kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai
sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;

Pasal 79

(1) Dokumen lingkungan hidup terdiri atas:
a. dokumen Amdal;
b. UKL-UPL;dan
c. SPPL.

(2) DokumenAmdaldan UKL-UPLsebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)huruf a dan huruf b merupakan
persyaratan mengajukan pennohonan izin lingkungan.

Paragraf2

Umum

8agian Kesepuluh
PengendalianDokumenLingkunganHidup

(3) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal82
(1) UKL-UPLsebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b

memuat:
a. identitas pemrakarsa;
b. rencana usaha dan! atau kegiatan;
c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan

serta pemantauan lingkungan;
d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan

bidup yang dibutuhkan; dan
e. pemyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan

yang tercantum dalam UKL-UPL;
f. Daftar Pustaka; dan
g. Lampiran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana penyusunan dan
pemeriksaan UKL-UPLdiatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
UKL-UPLdan SPPL

Pasal81

(I) DolrumenAmdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
79 ayat (1)huruf a terdiri atas dokumen:

a. KerangkaAcuan;
b. Andal;dan
c. RKL-RPL.

(2) Ketentuan mengenai tata laksana penyusunan dan
penilaian Dokumen Amdal diatur dengan Peraturan

Bupati.

d. pencabutan izin.
(6) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPDyang

membidangilingkungan hidup.

(7) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal84

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf d terhadap lingkungan hidup dilakukan pada:

a. media lingkungan hidup; dan
b. ekosistem.

(2) Pemeliharaan terhadap media lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

atas:
a. kualitas air;
b. kualitas udara; dan
c. kualitas tanah.

BagianKesatu
Umum

BABV

PEMELI HARAAN

Pasal 83
(1) SPPLsebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (I)

huruf c berisi:
a. identitas pemrakarsa;
b. informasi singkat terkait dengan usaha dan /atau

kegiatan;
c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan

yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup
yang akan dilakukan;

d. penyataan kesanggupan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

dan
e. tandatangan pemrakarsa di atas kertas

bermaterai cukup.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana

pengisian SPPLdan pemeriksaan SPPLdiatur dengan
Peraturan Bupati.
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Pasal86
(1) Konservasi air dan Laban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal85 huruf a meliputi :
a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam

menjagakualitas air;

b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam
menjaga kualitas air; dan

c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada
di ekosistemperairan.

(2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga
kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi upaya perlindungan dan

Paragraf2

KonservasiAirdan Laban

Pasal85

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (2)huruf a dilakukan melalui upaya:
a. konservasi air dan laban;

b. pencadangan air; dan
c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai

pengendalidampak perubaban iklim.

Paragraf 1

Umum

8agian Kedua

PemeliharaanKualitasAir

a. mangrove;

b. ekosistemkarst;
c. ekosistemhutan di luar kawasan hutan;
d. ekosistemgumuk pasir; dan
e. ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.
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Pasal87

(1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal

85 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan

kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam

jangka waktu tertentu.

(2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui upaya:

a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan

yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan

b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air

yang tercemar untuk dilakukan pemulihan

kualitas air.

(3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)huruf b dilakukan melalui upaya:

a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah;

dan

b. penghentian usaha dan/ atau kegiatan

pemanfaatan air.

(4) Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup

berwenang menghentikan kegiatan pembuangan air

lirnbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

yang menimbulkan pencemaran.

Paragraf 3

Pencadangan Air

(3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga

kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi upaya perlindungan dan

pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.
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Pasal89
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air
diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal88
(1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai

pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 huruf c meliputiupaya:
a. mitigasiperubahan iklim; dan

b. adaptasi perubahan iklim.

(2) Mitigasiperubahan iklim sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)huruf a dilaksanakan melaluiupaya:
a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah

yangmempengaruhikualitas air; dan
b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah

kaca pada ekosistemperairan.
(3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke
sumber air.

(4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau
restorasi ekosistemperairan.

(5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf b dilaksanakan melalui upaya:
a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan

(sensitivitas)terhadap kualitas air; dan
b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku

kepentingan, sektor dan masyarakat.

Paragraf4
Pelestarian Fungsi EkosistemPerairan SebagaiPengendali

DampakPerubahan Iklim
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Pasal92
Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 huruf b dilakukan melaluiupaya :
a. mitigasiperubahan iklim;
b. perlindungan lapisan ozon;dan
c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Paragraf3
Pelestarian FungsiAtmosfer

Pasal91
(1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 90 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas
udara.

(2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dilakukan melalui:
a. alokasi ruang terbuka hijau;
b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
c. RPPLH.

Paragraf2

KonservasiKualitasUdara

Pasal90

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (2)huruf b dilakukan melalui upaya:

a. konservasi kualitas udara; dan
b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 1
Umum

BagianKetiga

PemeliharaanKualitasUdara
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Pasal95

Pemeliharaan ekosistem mangrovesebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (3)huruf a dilakukan melalui upaya:

a. konservasi;
b. pencadangan; dan
c. pelestarian fungsi.

BagianKelima

PemeliharaanEkosistemMangrove
Paragraf 1
Umum

(1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d dilakukan melalui

upaya konservasi tanah.
(2) Konservasitanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:
a. mekanik;
b. biologis;

c. kimia; dan
d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan

ilmu dan teknologi.

BagianKeempat
PemeliharaanKualitasTanah

Pasal93

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas
udara diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal97

(1) Pencadangan ekosistem mangrove sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dilakukan melalui
penetapan ekosistem mangrove yang tidak dapat
dikeloladalamjangka waktu tertentu.

L...- 1L<2a)_Pr::Jer::JDwcL:.ia::Ud_li:Langnn_ekosistem manQTove sebazaimana

Paragraf3
Pencadangan

Pasal96

(1) Konservasi ekosistem mangrove sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 huruf a meliputi kegiatan
konservasi :
a. kawasan;

b. sumber air; dan
c. keanekaragaman hayati.

(2) Kegiatan Konservasi kawasan yang berfungsi untuk
menjaga ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, meliputi upaya perlindungan
dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.

(3) KegiatanKonservasi sumber air yang berfungsi untuk
menjaga ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi upaya perlindungan
dan pemanfaatan sumber air tertentu.

(4) Konservasi ekosistem mangrove sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui:

a. penetapan fungsi ekosistemmangrove;
b. pengaturan fungsi dalam RTRW;
c. RPPLH,dan
d. pemanfaatan ekosistem mangrove yang

didasarkan pada fungsi ekosistemmangroveserta
RPPLH.

Paragraf2
Konservasi
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Pasal98
(1) Pelestarian fungsi ekosistem mangrove sebagai

pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 95 huruf c dilakukan melalui
upaya:
a. mitigamperubahaniklirn;dan
b. adaptasi perubahan iklim.

(2) Mitigasiperubahan iklim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf a dilaksanakan melaluiupaya:
a. penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan

ekosistemmangrove;dan
b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah

kaca pada ekosistemmangrove.
(3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan

ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf
A rlih:!kllkAn

Paragraf4

PelestarianFungsi

a. penetapan ekosistem mangrove yang belum
dimanfaatkan yang kondisinya masih baik;

danjatau
b. penetapan ekosistem mangrove yang kondisinya

rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan

ekosistem.
(3) Ekosistem mangrove yang belum dimanfaatkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditetapkan oleh Bupati.

(4) Penetapan ekosistemmangroveyang kondisinya rusak
untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistem

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan melaluiupaya:
a. penghentian pemanfaatan ekosistem mangrove;

danjatau
b. rehabilitasi atau restorasi ekosistemmangrove.
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Pasal101
Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam

Paragraf2

KonservasiEkosistemKarst

Pasal100

Pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (3)huruf b dilakukan melalui upaya:

a. konservasi ekosistem karst;
b. pencadangan ekosistem karst; dan
c. pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali

dampak perubahan iklim.

Paragraf 1

Umum

BagianKeenam
Pemeliharaan EkosistemKarst

Pasal99

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem
mangrovediatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Peningkatan serapan dan srmpanan gas rumah kaca
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau

restorasi ekosistem.
(5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)huruf b dilaksanakan melalui upaya:
a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan

(sensitivitas) terhadap pengaruh gelombang air

laut, kenaikan temperatur dan muka air laut; dan
b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku

kepentingan, sektor dan masyarakat.
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BagianKetujuh
PemeliharaanEkosistemHutan di LuarKawasanHutan

Pasall04
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem
karst diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasall03
Pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali
dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam
Pasall00 huruf c dilakukan melalui upaya:
a. mitigasiperubahan iklim;dan
b. adaptasi perubahan iklim.

Paragraf4

Pelestarian Fungsi EkosistemKarst SebagaiPengendali
DampakPerubahan Iklim

Pasall02
(1) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 100 huruf b dilakukan melalui penetapan
kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola
dalamjangka waktu tertentu.

(2) Bupati menetapkan kawasan ekosistem karst yang
tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf3
Pencadangan EkosistemKarst

b. pengawetanekosistemkarst; dan
c. pemanfaatan secara lestari ekosistemkarst.
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Pasall07
(1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b
dilakukan melalui penetapan kawasan yang bemilai
penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada
ekosistemhutan.

Paragraf3
Pencadangan EkosistemHutan di Luar KawasanHutan

Pasal 106
Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a meliputi

kegiatan:
a. perlindungan ekosistemhutan di luar kawasan hutan;

b. pengawetanekosistemhutan di luar kawasan hutan;
dan

c. pemanfaatan secara lestari ekosistemhutan di luar
kawasan hutan.

Paragraf2

KonservasiEkosistemHutan di Luar KawasanHutan

Pasal105
Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf c
dilakukan melalui upaya:
a. konservasi ekosistemhutan di luar kawasan hutan;
b. pencadangan ekosistemhutan di luar kawasan hutan;

dan
c. pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan

hutan sebagai pengendalidampak perubahan iklim.
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Pasal 110
Pemeliharaan ekosistem gumuk pasir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf d dilakukan
melalui upaya:
a. konservasi ekosistem gumuk pasir; dan
b. pelestarian fungsi ekosistem gumuk pasir sebagai

sarana penelitian ilmiah.

Paragraf 1
Umum

Bagian Kedelapan
Pemeliharaan Ekosistem Gumuk Pasir

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem
hutan di luar kawasan hutan diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal108
Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan
sebagai pengendalian dampak perubahan iklim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c dilakukan
melalui upaya:
a. mitigasiperubahaniklim;dan
b. adaptasi perubahan iklim.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan

Hutan

(2) Bupati menetapkan kawasan yang bemilai penting

bagi konservasi keanekaragaman hayati pada
ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Pasal 114
(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat.
(2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

BagianKesatu
Hak

BABVI
HAK, KEWAJIBANDANLARANGAN

Pasal 113
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem
Gumuk Pasir diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasall12
Pelestarian fungsi ekosistem gumuk pasir sebagai sarana
penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110
huruf b dilakukan melalui upaya:
a. mitigasiperubahan iklim;dan
b. adaptasi perubahan iklim.

Paragraf 3

Pelestarian Fungsi EkosistemGumuk Pasir Sebagai
Sebagai

Sarana Penelitian Ilmiah

Pasal 111

Konservasi ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 110huruf a meliputi kegiatan:

a. perlindungan ekosistem gumuk pasir; dan
b. pengawetan ekosistem gumuk pasir.
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Pasal 116
(1) Setiap orang berhak mengajukan usul darr/atau

keberatan terhadap:

a. rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib
Amdal;dan

b. rencana usaha danIatau kegiatan yang wajib
UKL-UPL.

(2) Pengajuanusul danIatau keberatan terhadap rencana
usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
disampaikan:
a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan OPDyang

membidangi lingkungan hidup pada saat

Pasal 115
(1) Setiaporang berhak mendapatkan:

a. pendidikan lingkunganhidup secara mandiri; dan

b. akses informasilingkunganhidup.
(2) Materi pendidikan tentang pengelolaan lingkungan

hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah yang terintegrasi
dengan mata pelajaran lain sesuai dengan kurikulum
pendidikan.

(3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
berupa hak untuk memperolehdata, keterangan, atau
informasi lain dari Pemerintah Daerah danIatau
penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan
berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan
tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap
orang.

b. program pembangunan yang berwawasan

lingkunganhidup; dan
c. Standar PelayananMinimaldi bidangPPLH.
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a. penenmaan;
b. penelaahan;
c. verifikasi;
d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi;dan
e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak

lanjut verifikasipengaduan kepada pengadu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan

Pasal 117
(1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan secara

lisan atau tertulis kepada pejabat berwenang atas
dugaan terjadinya pencemaran danj atau perusakan
lingkunganhidup.

(2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran danjatau
perusakan lingkungan hidup dapat disampaikan
kepada OPD yang membidangi lingkungan hidup
untuk usaha dan! atau kegiatan yang izin lingkungan
dan izin PPLHnyaditerbitkan oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

(3) Setelah menenma pengaduan akibat dugaan
pencemaran danJatau perusakan lingkungan hidup,
OPDyang membidangi lingkungan hidup melakukan
penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:

yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum

menyusun dokumenKerangkaAcuan;dan
b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak

danj atau organisasi masyarakat yang menjadi
anggota Komisi Penilai Amdal pada saat

pembahasan dokumenAndaldan RKL-RPL.
(3) Pengajuan usul dan! atau keberatan terhadap rencana

usaha danJatau kegiatan yang wajib UKL-UPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
disampaikan kepada OPD yang membidangi
lingkungan hidup pada saat pengumuman

permohonan izin lingkungan.
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b melakpkan peplSakan mangrove·

Setiap orang dilarang:
a. melakukan usaha dan! atau kegiatan tanpa izin

lingkungan;
b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu

saat atau pelepasan dadakan;

c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya
penataan batas kadar yang dipersyaratkan;

d. membuang limbah padat danZatau gas ke dalam
sumber air;

e. melakukan pencemaran air pada sumber air;

f. melakukan kegiatan yang menghasilkan emisi gas
buang melebihibaku mutu yang telah ditetapkan;

g. melakukan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten
tanpa izin;

Pasal 119

BagianKetiga
Larangan

pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran
tanah; dan

c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan
kerusakan ekosistem mangrove, tanah, karst, dan
hutan di luar kawasan hutan.

memulihkandanmenanggulangi,b. mencegah,

Pasal 118
Setiap orang berkewajibanuntuk:
a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup;

BagianKedua
Kewajiban

perusakan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan

Bupati.
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(1) Pemerintah Daerah dapat rnelakukan kerja sarna PPLH

dengan Pemerintah Daerah lainnya.
(2) Kerja sarna dengan Pemerintah Daerah lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan
antara:

a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah
Kabupaterr/Kota dalarn Provinsi Sulawesi

Tenggara;
b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah

Kabupaterr/Kota di luar Provinsi Sulawesi
Tenggara;dan

c. Pemerintah Daerah dengan pemerintah provmsi
lainnya.

(3) Kerja sarna dengan Pemerintah Daerah lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
kerja sarna dalam:
a. pengendalian pencernaran air, udara, tanah,

dan/ atau laut lintas kabupaten/kota;
b. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove,

tanah, kars, darr/ atau hutan di luar kawasan
hutan lintas kabupaten/kota;

c. penyelenggaraan pendidikan darr/ atau pelatihan
di bidang PPLH;

d. penyelesaianpengaduan akibat dugaan terjadinya
rl~n / ~t~ll np

Pasal120

BagianKesatu
KerjaSarnaAntar daerah

BABVII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

J. melakukan perusakan ekosistemkarst; dan
k. melakukan perusakan ekosistemgumuk pasir.
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kesiapsiagaand. menumbuhkembangkan

masyarakat, dan kemitraan;
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan

kepeloporan masyarakat;

keberdayaankemandirian,b. meningkatkan

Pasal 122

(1) Peran masyarakat dalam PPLHbertujuan untuk:
a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam

PPLH;

BABVIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 121
(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok

masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/ atau
asosiasi pengusaha atau profesidalam PPLH.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus
diatur dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah
Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi

lingkungan hidup, dan/ atau asosiasi pengusaha atau
profesiyang bersangkutan.

Bagian Kedua

Kemitraan

e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha
dan/ atau kegiatan atas ketentuan dalam izin
lingkungan dan/ atau izin PPLH;

f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang
undangan di bidang PPLH;dan/ atau

g. pengembangan sistem informasi lingkungan
hidup; dan/ atau

h. penetapan kelas air dan/ atau baku mutu air

pada sumber air lintas kabupaten/kota.

- 71 -



Pasal123

(1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal122 ayat (2)huruf a, meliputi:

a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan
programjkegiatan PPLH yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah;

b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup

akibat pelaksanaan usaha dan/ atau kegiatan,
serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
dan

c. bentuk pengawasan sosial lainnya, dapat

dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) OPDyang membidangi lingkungan hidup membentuk
unit pengelola dalam rangka pengelolaan keberatan,
saran dan pengaduan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pengeloladiatur
dengan Peraturan Bupati.

e. mengembangkan dan menjaga budaya dan

kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi

lingkunganhidup.
(2) Peran masyarakat dapat berupa:

a. pengawasan sosial;
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,

pengaduan;

c. penyampaian informasidanIatau laporan;
d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan

secara mandiri danIatau bermitra dengan
Pemerintah Daerah darr/atau lembaga lainnya;

dan
e. memberikan pemahaman, pelatihan, dan

pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok
masyarakat kepada kelompok/anggota
masyarakat lainnya.
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informasisistemmelakukan pengembangan
lingkungan hidup.

(2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana

Pasal 126
(1) OPD yang membidangi lingkungan hidup bertugas

BABIX
SISTEMINFORMASIUNGKUNGANHIDUP

Pasal 125

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara
mandiri, bermitra dengan Pemerintah Daerah, danyatau

lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122
ayat (2)huruf d dapat berupa:
a. pengolahan air limbah;
b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat

pencemaran lingkungan hidup;

c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat
kerusakan lingkungan hidup;

d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan
e. pembersihan tumpahan minyak.

Pasal124

(1) Penyampaian informasi darr/atau laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2)huruf
c kepada Pemerintah Daerah melalui sarana
komunikasi yang tersedia.

(2) Penyampaian informasi dan/ atau laporan
sebagairnana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:
a. informasi mengenai dugaan terjadinya

pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan
hidup; dan/ atau

b. informasi dan/ atau laporan mengenai kegiatan

PPLH yang akan, sedang, dan/ atau telah
dilaksanakan oleh masyarakat.

-73 -



ljnglqmgan bjdlJp

Pasal 127
(1) Untuk mengembangkan sistem inforrnasi lingkungan

hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat
(1), OPD yang membidangi lingkungan hidup
berkoordinasi dengan OPDdarr/atau non pemerintah
terkait.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa perrnintaan dan klarifikasi inforrnasi

pengawasanlaporan hasil pelaksanaan

lingkungan hidup.

l.

pencemaran dan kerusakan lingkungan;
k. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas

lingkungan;dan

menimbulkanberpotensiyangkegiatanJ.

mempublikasikan inforrnasi lingkungan hidup kepada

masyarakat.
(4) Inforrnasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (1),meliputi:
a. data status lingkungan hidup;
b. peta rawan lingkungan hidup;
c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi

surnberdaya daya alam, dan kearifan lokal;
d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH;
f. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup yang sudah dikeluarkan;

g. penanganan pengaduan akibat dugaan
pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan

hidup;
h. status mutu lingkungan hidup;
1. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan,

penanggulangan dan pemulihan media
lingkungan dan ekosistem;

hiduplingkunganmembidangiyang(3) OPD
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Pasal 130
(1) Setiap orang yang memilikiusaha darr/atau kegiatan

yang wajib Amdal atau UKL-UPLwajib memiliki izin
lingkungan.

(2) Bupati menetapkan izm lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala usaha
darr/atau kegiatan yang menjadi skala Kabupaten.

(3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan
._ __].:Ll..LL__I_lLli.L.JLLlLli.L~ kpn~ rl~ J(pn~ 1~ () PI) V~ n D' m pm hirl ~n oi

BagianKesatu
Umum

BABX
PERIZINAN

Pasal129

(1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang
tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem
informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak
mengajukan permohonan informasi kepada pejabat

pengeloladata dan informasi di lingkungan OPDyang
membidangilingkungan hidup.

(2) OPDyang membidangi lingkungan hidup berwenang
menolak permohonan informasi lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika informasi
yang dimohon termasuk jenis informasi publik yang
dikecualikan.

Pasal 128
OPDyangmembidangilingkungan hidup bertugas
melakukan:
a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup

paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi

lingkungan hidup dalamjangka waktu tertentu.
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Pasal133
Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian rancangan
Kerangka Acuan Andal kepada Bupati melalui Komisi
PenilaiAmdal.

BagianKedua

Persetujuan KerangkaAcuan

Pasal 132
Dalam hal belum terbentuk Komisi Penilai Amdal
Kabupaten, permohonan penilaian Amdal untuk usaha
danj atau kegiatan yang wajib Amdal berskala Kabupaten
diajukan ke KomisiPenilaiAmdal tingkat Daerah Sulawesi
Tenggara disertai surat rekomendasi dari Kepala0PDyang
membidangilingkunganhidup.

Pasal 131

Proses pengajuan izin lingkungan untuk usaha danj atau
kegiatan yang wajib Amdal harus didahului dengan
persetujuan kerangka acuan.

(4) Setiap orang yang memilikiusaha danjatau kegiatan
yang wajib Amdal atau UKL-UPLwajib memiliki izin
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin; danj atau
d. pencabutan izin.

(5) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPDyang
membidangilingkungan hidup.

(6) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal135
(1) Setelah menenma permohonan penilaian Kerangka

Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134,
Sekretariat Komisi Penilai Amdal melakukan
pemeriksaan kelengkapansyarat administrasi.

(')\ n~l~TYl h~l np

Permohonan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 133
harus disertai syarat administrasi, meliputi:

a. rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan yang sudah
sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;

b. izin prinsip atau izin pemanfaatan tanah atau 12m

lokasi yang sudah dilengkapi dengan kajian Andal
lalu-lintas;

c. tanda bukti registrasi kompetensi, dalam hal
penyusunan Amdal dilakukan lembaga penyedia jasa
penyusunan dokumenAmdal;

d. bukti registrasi, dalam hal penyusunan Amdal

dilakukan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal,
dengan ketentuan sebagaiberikut:

e. untuk ketua tim memiliki sertifikat kompetensi
berkualifikasiketua tim; dan

f. untuk anggota tim merniliki sertifikat kompetensi
berkualifikasianggota tim atau ketua tim;

g. peta yang sesuai kaidah kartografi;
h. bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman

hasil saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat
sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses
Amdal;

1. daftar riwayathidup penyusun Amdal;

J. surat pernyataan kebenaran telah menyusun sendiri
dokumenArndal;

k. dokumen Kerangka Acuan yang telah sesuai dengan
PedomanPenyusunan DokumenAmdal;dan

1. fotorona lingkungan awalyang dapat menggambarkan
tapak proyek.
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Pasal138
(1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan

BagianKetiga
IzinLingkungan

Pasal 137
(1) Komisi Penilai Amdal harus melakukan penilaian

KerangkaAcuan dan memberikan persetujuan dalam

waktu paling lama 30 [tigapuluh) hari kerja terhitung
sejak kelengkapan administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135dinyatakan lengkap.

(2) Jika di dalam penilaian Kerangka Acuan terdapat
ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan ketentuan
teknis, Komisi Penilai Amdal dapat mengembalikan

dokumen kepada Pemrakarsa untuk memperbaiki
dokumen KerangkaAcuan.

(3) Pemrakarsa harus melakukan perbaikan Kerangka
Acuan dan menyerahkan perbaikan tersebut ke Komisi
PenilaiAmdal paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak pengembaliandokumen.

Pasal136
(1) Dalam hal permohonan penilaian Kerangka Acuan

dinyatakan tidak lengkap, Sekretariat Komisi Penilai

Amdal mengembalikan permohonan penilaian
KerangkaAcuan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki
dan/ atau dilengkapi.

(2) Pemrakarsa harus memperbaiki dan/ atau melengkapi
dokumen kerangka Acuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

sejak pengembalianpermohonan diterima pemrakarsa.

memberi tanda bukti kelengkapan administrasi

kepada pemrakarsa.
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(2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

a. dokumen Kerangka Acuan yang sudah disetujui

Komisi Penilai Amdal atau UKL-UPL;

b. draft dokumen Andal, RKL-RPL,atau UKL-UPL;

c. dokumen pendirian usaha dan I atau kegiatan;

dan

d. profil usaha dan Iatau kegiatan.

(3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:

a. penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL; atau

b. pemeriksaan UKL-UPL.

(4) Setelah menerima permohonan 1Z1n lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD

yang membidangi lingkungan hidup melakukan

pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri

atas:

a. kelengkapan administrasi us aha danj atau

kegiatan wajib Arndal, meliputi:

1) bukti formal bahwa rencana lokasi usaha

dan Iatau kegiatan telah sesuai dengan

rencana tata ruang;

2) bukti formal bahwa jerus rencana usaha

dan I atau kegiatan secara prmsip dapat

dilaksanakan; dan

3) tanda bukti registrasi kompetensi bagi

lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen

Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun

Amdal.

b. kelengkapan administrasi UKL-UPL,antara lain:

1) kesesuaian dengan tata ruang;

2) deskripsi rinci rencana usaha aexx] atau
kegiatan;

3) dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;

4) program pengelolaan dan pemantauan
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Pasal 141
(1) KepalaOPDyang membidangilingkungan hidup harus

mengumumkan permohonan izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, dengan
menggunakan papan pengumuman di lokasi
usahaj kegiatan, dan/ atau media massa:
a. paling lambat 5 (lima)hari kerja terhitung sejak

dokumen Andaldan RKL-RPLdinyatakan lengkap
secara administrasi; atau

b. paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak
UKL-UPLdinyatakan lengkap secara administrasi.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdurasi paling singkat 5 (lima)hari kerja.

(3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan
tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana

Pasal140
(1) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan

tidak lengkap, Kepala OPD yang membidangi
lingkungan hidup mengembalikan permohonan izin

lingkungan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki

dan/ atau dilengkapi.
(2) Pemrakarsa harus memperbaiki dan/ atau melengkapi

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak

pengembalianpermohonan diterima pemrakarsa.

Pasal 139
Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan
lengkap, Kepala OPDyang membidangi lingkungan hidup
memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada

pemrakarsa.

5) peta lokasi pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup.
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Pasal143

Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup harus

Pasal 142

(1) Komisi Penilai Amdal harus melakukan penilaian
dokumen Andal dan RKL-RPL,rekomendasi hasil
penilaian, darr/atau penilaian akhir dalam waktu
paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung
sejak kelengkapan administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 138 dinyatakan lengkap.
(2) Jika di dalam penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL

terdapat ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan
ketentuan teknis, Komisi Penilai Amdal dapat
mengembalikan dokumen kepada Pemrakarsa untuk

memperbaiki dokumen Andal atau RKL-RPL.
(3) Pemrakarsa harus melakukan perbaikan dokumen

Andal RKL-RPLdan menyerahkan perbaikan tersebut
ke KomisiAmdal paling lama 21 (dua puluh satu) hari
kerja sejak pengembalian dokumen.

a. Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan
izin lingkungan diumumkan untuk usaha
dan/ atau kegiatan yang wajibAmdal;atau

b. Kepala OPDyang membidangi lingkungan hidup,
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)hari kerja
sejak permohonan izin lingkungan diumumkan
untuk usaha danj atau kegiatan UKL-UPL.

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)menjadi bahan pertimbangan
dalam sidang KomisiAmdal.

(5) Setelah pengumuman permohonan lZID lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
penilaian dokumen Andal-RKLatau pemeriksaan UKL
UPL.
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Pasal 146
(1) Penanggung jawab usaha danjatau kegiatan harus

mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan,
jika usaha danj atau kegiatan yang telah memperoleh

Pasal 145
(1) KepalaOPDyang membidangilingkungan hidup harus

mengumumkan IzinLingkunganyang telah diterbitkan
melaluimedia massa.

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diumumkan dalam waktu paling lambat 5 (lima)
hari kerja sejak izin lingkungan ditetapkan.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdurasi paling singkat 10 (sepuluh)hari kerja.

Pasal144

(1) Berdasarkan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL
atau pemeriksaan UKL-UPLsebagaimana dimaksud
dalam Pasal 142 pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala
OPDyang membidangilingkungan hidup menetapkan:
a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau

keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;

atau
b. rekomendasiUKL-UPL.

(2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau
keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan

penerbitan izin lingkungan harus ditetapkan dalam
waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup
atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari Komisi
PenilaiAmdal.

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kelengkapan

administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138
dinyatakan lengkap.

- 82-



Pasal149
(I) Izin dan rekomendasi izin PPLHyang diterbitkan

Bupati meliputi:
a. lzin penyimpanan sementara limbah B3;
b. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten,

Paragraf 1

Umum

Bagian Keempat

Izin Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup

Pasal 148
Pemrakarsa wajib memiliki izin lingkungan sebelum
melakukan usaha dari/ atau kegiatan.

Pasal 147

Masa berlaku izin lingkungan selama usaha dan/ atau
kegiatan tidak mengalami perubahan.

terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil
kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau
audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan

e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha danjatau

Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga)tahun sejak
diterbitkannya Izin Lingkungan.

terhadapberpengaruhc. perubahan yang
lingkungan hidup;

d. terdapat perubahan dampak dan/ atau risiko

pemantauandan
Kegiatan;

b. perubahan pengelolaan
lingkungan hidup;

(2) Perubahan usaha dan Iatau kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)meliputi :
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setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah
B3.

(4) Permohonan lzin Penyimpanan Sementara Limbah B3
diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk dilampiripersyaratan sebagai berikut :
a. fotocopyKartu Tanda Penduduk;
b. fotocopyizin lingkungan;
c. akta pendirian badan usaha;

d. nama, surnber, karakteristik, dan jumlah Limbah
B3yang akan disimpan;

e. dokumen yang menjelaskan tempat Penyimpanan
LimbahB3; dan

f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan
LimbahB3.

(5) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf f dikecualikan bagi permohonan Izin

(2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
melakukan pencampuran Limbah B3 yang
disimpannya.

(3) Untuk dapat melakukan penyunpanan limbah B3,

Pasal150

(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melakukan penyimpanan limbah B3.

Paragraf2
lzin PenyimpananSementara LimbahB3

c. rekomendasi 12m pengumpulan lirnbah B3 skala

nasional.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan

izin dan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Kepala OPDyang membidangi

lingkungan hidup.
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Pasal 153

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 151 huruf b dapat berupa:

a. bangunan;

b. tangki danj atau kontainer;

c. silo;

d. tempat tumpukan limbah (waste pile);

Pasal 152

(1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 151 huruf a harus bebas banjir

dan tidak rawan bencana alamo

(2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas

banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan

Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi

untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup.

(3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di

dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan

Limbah B3.

Pasal 151

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 150 ayat (4) huruf d harus memenuhi

persyaratan :

a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;

b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan

jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan

dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran

Lingkungan Hidup; dan

c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber

spesifik khusus.
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Pasal 154
(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153ayat (1)huruf
a paling sedikitmemenuhi persyaratan :
a. desain konstruksi yang mampu melindungi

LimbahB3 dari hujan dan sinar matahari;
b. memilikipenerangan dan ventilasi;dan
c. memilikisaluran drainase dan bak penampung.

(2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3

sebagaimana climaksud pada ayat (1) berlaku untuk
permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan PenyimpananLimbahB3 :
a. kategori 1; dan

b. kategori 2 dari sumber tidak spesifikdan sumber
spesifikumum.

(3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3
kategori2 dari sumber spesifikkhusus.

f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, darr/atau huruf f
dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan :
a. LimbahB3 kategori 1;
b. LimbahB3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik;

dan
c. LimbahB3 kategori2 dari sumber spesifikumum.

(3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dany atau

huruf f dapat cligunakan untuk melakukan
Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber
spesifikkhusus.
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Pasal157

(1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan
pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten wajib
memilikiIzinPengumpulan LimbahB3.

(2) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa
pengumpulan limbah B3 harus memiliki:
a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3

di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan

pengelolaanlirnbahB3.
(3) Izin Pengumpulan Limbah B3 diterbitkan untuk

kegiatan pengumpulan limbah B3 dari penghasil
limbah B3 yang akan disirnpan sernentara sebelum
diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan
penimbun LimbahB3.

(4) Badan usaha pengumpul limbah B3 harus memiliki
kontrak kerja sarna dengan pihak pernanfaat,
pengolah, darr/atau penimbun limbah B3 yang telah
memilikiizin.

Paragraf3
lzin Pengumpulan LimbahB3

Pasal156
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian lzin
Penyimpanan Sementara Limbah B3 diatur dengan
Peraturan Bupati.

sesuai.

Pasal155
Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 151huruf c paling sedikit meliputi :
a. alat pemadam api; dan
b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang
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Pasal 161
(1) OPDyang membidangi lingkungan hidup melakukan

veriftkasi persyaratan teknis atas permohonan izin
yang syarat administrasinya dinyatakan lengkap dan

mengembalikan permohonan izin kepada pemohon

yang syarat administrasinya dinyatakan tidak lengkap
berdasar pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 158 ayat (3) untuk diperbaiki dan/ atau
dilengkapi.

(2) Pemohon harus memperbaiki dan/ atau melengkapi
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
pengembalianpermohonan diterima.

hiduplingkungan

Pasal 160

membidangiyang(1) OPD

Pasal159
Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 158 ayat (3): OPD yang membidangi lingkungan

hidup memberi tanda bukti kelengkapan syarat
administrasi kepada pemohonyang syarat administrasinya
dinyatakan lengkap.

Pasal 158
(1) Untuk memperoleh izin pengumpulan limbah B3,

Pemohonmengajukan permohonan kepada Bupati.

(2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut:
a. mengisidan melengkapipermohonan izin; dan
b. melengkapipersyaratan administrasi dan teknis.

(3) OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan
pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)huruf b paling lama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
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Pasal 164
lzin pengurnpulanlimbah 83 berlaku selama 5 (lima)tahun

Pasal163
Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup
mengeluarkan surat keputusan penolakan permohonan

izin jika hasil verifikasi menunjukkan data persyaratan
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2)

huruf b tidak sesuai dengan kondisi nyata di lokasi usaha
darr/atau kegiatan.

Pasal 162
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk rnenerbitkan izm

pengumpulan limbah B3 apabila hasil verifikasi
menunjukkan data persyaratan teknis sebagaimana
climaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b sudah

sesuai dengan kondisi nyata di lokasi usaha danIatau
kegiatan.

(2) Izin pengumpulan lirnbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus diterbitkan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak persyaratan teknis
dinyatakan sesuai dengan kondisi nyata di lokasi
usaha danIatau kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk rnemeriksa kesesuaian data
persyaratan teknis sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 151 ayat (2) huruf b dengan kondisi nyata di
lokasiusaha dan/ atau kegiatan.

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dicatat di dalamBeritaAcara.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana climaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh)

hari kerja sejak verifikasidirnulai.
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Pasal 168
(1) Setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan

limbah B3 skala nasional wajib memiliki izin dari
pejabat yang berwenang setelah mendapat
rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 dari Bupati.

(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan

Paragraf4
Rekomendasilzin PengelolaanLimbahB3

Pasal167

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata eara penerbitan izin
pengumpulan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 166
Izin pengumpulan limbah B3 berakhir jika:

a. masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang;
atau

b. dieabut olehBupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 165

(1) Pemegang Izin harus mengajukan permohonan izin
baru apabila mengubah jenis, karakteristik, eara

penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, dan Iatau
mengalihkan kepemilikanusaha darr/ atau kegiatan.

(2) Dalam hal usaha/ dan atau kegiatan diketahui telah
berubah kepemilikan, jenis, karakteristik, dan! atau

eara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 tanpa
mengajukan pembaruan izin, Bupati atau pejabat yang

ditunjuk berwenang meneabut izin pengumpulan
limbah B3.

Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Bupati

atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 60 (enam puluh)
hari kerja sebelummasa berlaku izin berakhir.
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(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pembangunan

Pasal173

BABXI
EKOLOGIWISATA

Pasal 172
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan
rekomendasi izin pengumpulan limbah 83 skala nasional
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 171

Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3
skala nasional berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan
permohonan izin pengumpulan limbahB3 skala nasional.

Pasal 170
Proses penerbitan rekomendasi izin pengumpulan limbah
B3 berlaku mutatis mutandis dengan proses penerbitan

izin pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal157 sampai dengan Pasal167.

Pasal169

Untuk memperoleh rekomendasi izin pengumpulan limbah
B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168
ayat (1), Badan Usaha harus mengajukan permohonan
kepada Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi

lingkungan hidup.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 158 ayat (2).

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada Kepala
OPDyang membidangilingkungan hidup.
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(5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sarna

untuk pengembangan potensi ekologi wisata

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3), dengan memperhatikan:

a. persyaratan pentaatan peraturan perundang

undangan;

b. aspek fungsi lingkungan hidup;

c. keterlibatkan potensi sosial-ekonomi masyarakat

lokal;

d. kesejahteraan masyarakat lokal; dan

e. pendapat masyarakat seternpat, pakar, dan tokoh

masyarakat.

(3) Pengembangan ekologi wisata sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), berfungsi pula sebagai

media pendidikan lingkungan bagi masyarakat.

(4) Fungsi media pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), dilengkapi dengan sarana informasi yang

memadai.

a. geografi dan topografi;

b. pesisir, laut, dan hasillaut;

c. sungai;

d. kawasan eagar budaya;

e. ruang hijau;

f. pertanian;

g. flora dan fauna langka;

h. makanan khas lokal;

1. seni dan budaya lokal; dan

J. potensi lain yang ada.

pada ayat (1), meliputi:

Potensi nenzembansan ekolozi wisata vane: dimaksud. - - - ~-(2)
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mitra dalamkapasitas masyarakat sebagai
pengendalian lingkungan hidup.

Daerah memfasilitasi peningkatan(2) Pemerintah

peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah

dengan pendidikan dan pelatihan di bidang
lingkungan hidup.

programmelaksanakanDaerah(1) Pemerintah
Pasal 175

Bagian Kedua

Pengembangan Sumber DayaManusia

Pasal 174
(1) Dalarn rangka menumbuhkembangkan kesadaran

pada lingkungan hidup, setiap pendidikan formal di
Daerah harus menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan di bidang lingkungan hidup.
(2) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan

formal dan non formalyang menumbuhkan kesadaran
masyarakat umum untuk terlibat aktif dalam kegiatan
pengendalian lingkungan hidup.

(3) Dalarn penyelenggarakan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah
Daerah dapat bekerja sarna dengan pihak ketiga.

(4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi hasil
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2).

BABXII

PENDIDlKANDANPENGEMBANGANSUMBERDAYA
MANUSIA
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(8) Biaya analisis laboratorium lingkungan ditanggung
oleh penanggungjawabusaha dan! atau kegiatan yang
melakukan uji analisis.

Pasal 176
(1) Pemerintah Daerah menyediakan laboratorium

lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan

pengendalian lingkungan hidup.
(2) Badan Usaha dapat menyediakan laboratorium

lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan

pengendalian lingkungan hidup.
(3) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dikelolaolehOPDyang membidangilingkungan hidup.
(4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), harus memenuhi persyaratan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5) Penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang

menghasilkan lirnbah, harus melakukan uji analisis
limbah usaha dan/ atau kegiatannya ke laboratorium
lingkungan hidup.

(6) Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang
melakukan uji analisis limbah sebagaimana dimaksud
pada ayat (5): harus melaporkan hasil uji analisis

limbah kepada instansi lingkungan hidup.
(7) KepalaOPDyang membidangilingkungan hidup dapat

memerintahkan penanggung jawab usaha danIatau
kegiatan melakukan UJI analisis ulang apabila
laboratorium yang digunakan tidak memenuhi syarat
sebazaimana dimaksud Dadaavat (4l.

....... ... <oJ", I

BABXIII
LABORATORIUMLINGKUNGAN
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Pasal178

(1) OPOyang membidangi lingkungan hidup melakukan
pembinaan tentang PPLHkepada:
a. dunia usaha; dan
b. masyarakat.

BABXV

PEMBINAAN

Pasal177

(1) Pemerintah Oaerah dapat memberikan penghargaan
kepada setiap orang yang berjasa dalam pengendalian
lingkungan hidup.

(2) Usulan calon penerima penghargaan bersifat terbuka.

(3) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian
penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bupati mempertirnbangkan masukanj saran Zpendapat
dari OPO terkait dan wakil masyarakat setempat
dimana calon penerima penghargaan di bidang
lingkungan hidup berdomisili.

(4) Pemerintah Oaerah dapat menetapkan penerima
penghargaan di bidang lingkungan hidup rnasing
masing satu orang yang mewakilidari :
a. orang perorangan atau kelompok orang karena

kepeloporannya;
b. guru dan/ atau murid karena kreativitasnya

menciptakan modelpembelajaran;
c. peneliti karena hasil temuannya; dan

d. aparat pemerintah karena dedikasinya pada
tugas.

(5) Tata cara dan bentuk pemberian penghargaan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XlV

PENGHARGAAN
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Pasal 179

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas

ketentuan yang ditetapkan dalam :
a. izin lingkungan;
b. izin penympanan sementara limbah B3;
c. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten;

dan

d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada:
a. Kepala OPDyang membidangi lingkungan hidup;

darr/atau

BABXVI
PENGAWASAN

dilakukan dengan memberikan:
a. bantuan teknis;

b. bimbingan teknis;
c. diseminasi peraturan perundang-undangan di

bidang PPLH;darr/atau
d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.

(3) bantuan teknis;
a. bimbingan teknis;
b. diseminasi peraturan perundang-undangan di

bidang PPLH;
c. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;

d. fasilitasi kerja sarna antar kabupaten/kota dalarn

PPLH;dan/ atau

- 96-

antarperselisihane. fasilitasi penyelesaian

kabupaten/kota.

(4) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat
dalarn PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



Pasal180
(1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2)
huruf b berwenang :
a. melakukan pemantauan;

b. meminta keterangan;

c. membuat salinan dari dokumen danIatau
membuat catatan yang diperlukan;

d. memasuki tempat tertentu;
e. memotret;
f. membuat rekaman audio visual;
g. mengambilsampel;
h. memeriksa peralatan;

1. memeriksa instalasi danIatau alat transportasi;
dan Zatau

J. menghentikan pelanggaran atas ketentuan di
dalam perizinan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan
koordinasi dengan pajabat pegawainegeri sipil.

(3) Penanggungjawab usaha darr/atau kegiatan dilarang

menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas
LingkunganHidup Daerah.

(3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b diangkat
dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 182
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar

pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan
mengenai :
a. bentuk dan besarnya ganti rugi;

b. tindakan pemulihan akibat pencemaran darr/atau
perusakan;

c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan
terulangnya pencemaran danl atau perusakan;

darr/atau
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak

negatif terhadap lingkungan hidup.
(2) Penye1esaian sengketa lingkungan hidup di luar

pengadilan dapat ditempuh mela1uinegosiasi, mediasi

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa LingkunganHidup di Luar

Pengadilan

Pasal 181
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat

ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan

sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
(2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan

secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
(3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui

pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian
sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil
oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

BABXVII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
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Pasal184
(1) Pemerintah Daerah memilikihak mengajukan gugatan

ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha

dan/ atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran
dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang
mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

(2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Paragraf 1
Hak Gugat Pemerintah Daerah

BagianKetiga
PenyelesaianSengketa LingkunganHidupMelalui

Pengadilan

Pasal 183

(1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat
menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia
jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang
dibentuk oleh Bupati atau masyarakat.

(2) OPDyang membidangilingkungan hidup dapat:
a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia

jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup
yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/ atau

b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan
hidup di luar pengadilan.

(3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana
lingkungan hidup.

(4) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di
luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para

pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
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Pasal 187
(1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan

Paragraf3
Hak GugatOrganisasi LingkunganHidup

Pasal 186
(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan

kelompokuntuk kepentingan dirinya sendiri dan / atau

untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami
kerugian akibat pencemaran dan/ atau kerusakan

lingkunganhidup.
(2) Gugatan perwakilan kelompokdapat diajukan apabila

terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum,
serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan
anggotakelompoknya.

Paragraf2
HakGugatMasyarakat

Pasal 185
(1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat

Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi

lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Daerah.

(2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan
apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi
kerugian lingkunganhidup.

(3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan,
Badan menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat

Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan BelanjaDaerah.
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an

Pasal 191

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan

PPLH dan program pembangunan yang berwawasan

BAB XVIII

PEMBIAYAAN

Pasal 188

(1) Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian

Resort membentuk Tim Penegakan Hukum

Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari

unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, dan

Kepolisian Resort.

(2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan

Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati, Kepala

Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kepolisian Resort.

Bagian Keempat

Penegakan Hukum Terpadu

(2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan

pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (I) terbatas pada tuntutan untuk

melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan

ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan

gugatan harus memenuhi persyaratan:

(4) berbentuk badan hukum;

(5) menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa

organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan

pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

(6) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan

anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua)

tahun.
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b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tempat kejadiandan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenaldiri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda danIatau surat;

e. mengambilsidikjari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungan dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah
mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian
Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik

Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan
hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka

atau keluarganya;dan
1. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungan dengan pemeriksaan perkara;

sebagaimana(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dimaksud pada ayat (1),berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang

tentang adanya tindak pidana;

Pasal189
(1) Penyidikanatas pelanggaran dalam Peraturan Daerah

ini dilaksanakan oleh PenyidikPegawaiNegeriSipil di
LingkunganPemerintahDaerah.

BABIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

a. AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah;dan
b. Sumber lainnyayang sah dan tidak mengikat.
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Pasal194
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal193
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah iru harus
ditetapkan paling lambat 1 [satu) tahun sejak Peraturan

Daerah ini diundangkan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal190
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasa! 119, Pasal 148, Pasal 150 ayat
(1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 157 ayat (1) dikenai
sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan
dan PengelolaanLingkunganHidup.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berupa denda merupakan penerimaan Negara.

BABXX

KETENTUAN PIDANA
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